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ABSTRACT

Evaluation of Implementation Internal Control System in State Asset and
Auction Service Office Pangkalan Bun

Totok Hartanto
totok kpknl@gmail.com
Universitas Terbuka

The aim of this study is knowing the Internal Control System
Implementation in State Asset and Auction Service Office (KPKNL) Pangkalan
Bun. The Internal control system is essential for KPKNL Pangkalan Bun, and
business organization’s process which is multitasking/skills/specialization
requires more internal control. This study used qualitative methods. The data were
collected from the interview, observation and documentation. The interview were
conducted with officials in KPKNL Pangkalan Bun and officials in Regional
Offices of DJKN South and Central Kalimantan. Based on the analysis, it is
known that there were some drawbacks in the implementation of the internal
control system that referred to the theory of George C. Edward III, such as the
lack of knowledge of the internal control system, fewer employees, low awareness
of the importance internal control among employees, and the
multitasking/skill/specialization in bureaucratic structure of KPKNL Pangkalan
Bun made the control became more difficult. From this study, it is expected that
the leaders of KPKNL Pangkalan Bun have greater consensus and commitment in
implementing and socializing the internal control system to the employees, thus
asking for additional employees who are competent and capable to DJKN.

Keywords : Evaluation of the Implementation, Internal Control System, KPKNL
Pangkalan Bun.
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun
merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Kementerian Keuangan Rlyang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang
kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang, di bawah pembinaan Kantor
Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian
Keuangan telah dimulai sejak tahun 2006. Reformasi Birokrasi yang pada hakikatmya
merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system
penyelenggaraan  pemenntahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM), yang
merupakan 3 (tiga) Pilar Utama dan Reformasi Birokrasi. Ketiga pilar tersebut,
dituangkan dalam 9 (Sembilan) program dan 2 (dua) diantaranya adalah Penataan
Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-144/ KN/2013 tanggal

12 Agustus 2013, KPKNL Pangkalan Bun ditetapkan sebagai KPKNL Teladan, dan
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dengan status scbagai KPKNL Teladan maka harus dapat meningkatkan kinerja dan
dapat memberikan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat secara maksimal
dan memuaskan.

Mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta
memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
untuk tahun 2015-2019 adalah ‘Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang
Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat’. Visi tersebut
sejalan dengan fungsi strategis yang diemban KPKNL Pangkalan Bun dalam konteks
pengelolaan kekayaan negara. Berkaitan dengan kekayaan negara, amanat konstitusi
sudah sangat jelas mengganiskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat™ (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Negara harus hadir untuk
memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan negara itu dikelola dengan sebaik-
batkknya demi kesejahteraan rakyat. Di sinilah KPKNL Pangkalan Bun berperan
menjalankan fungsi strategis sebagai representasi peran negara, khususnya di wilayah
kerja Pangkalan Bun.

KPKNL Pangkalan Bun sebagai instansi vertikal DJKN juga memegang
peranan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemenntah Pusat (LKPP).
LKPP merupakan gambaran secara utuh bagaimana transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara. Kualitas LKPP kita menunjukkan tren yang membaik
sebagaimana ditunjukkan dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK yang melakukan
audit atas LKPP itu. Perlu diketahui bahwa pos terbesar di dalam Neraca yaitu aset

tetap dan itu merupakan salah satu tanggung jawab DJKN untuk memastikan
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kewajaran nilainya dan mengelolanya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa
DJKN adalah pengangkat opini atas LKPP karena baik buruknya DJKN dalam
mengelola aset ini menentukan baik tidaknya kualitas LKPP tersebut.

Kontribusi DJKN dalam perekonomian nasional adalah bahwa DJKN juga
merupakan penghasil alternatif PNBP, baik yang diperoleh dari utilisasi aset, maupun
dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Begitu beragamnya portofolio DJKN tersebut merupakan tantangan sebagai
“emerging organization’” untuk mewujudkan DJKN sebagai organisasi dengan proses
bisnis modern dan orgamisasi yang multitasking skill/spesialisasi.

KPKNL Pangkalan Bun mempunyai misi yang sama dengan misi vang telah
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang terdin dari :

a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas
pengelolaan kekayaan negara.

b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

¢) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.

d) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam
berbagai keperluan.

¢) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan,dan
akuntabel.

f) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetiif
sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan

masyvarakat.
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Tujuan KPKNL Pangkalan Bun sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara pada tahun 2015-2019,yaitu :

a) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

b) Peningkatan pelayanan penilaian.

¢) Optimalisasi pengurusan piutang Negara.

d) Peningkatan pelayanan lelang.

e) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan
kelembagaan.

KPKNL Pangkalan Bun dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan
sebagaimana disebutkan di atas, telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis
yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KPKNL Pangkalan Bun pada tahun
2019 sebagai berikut.

a) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;

b) Penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel;

¢) Pengawasan dan pengendalan vang efektif;

d) Pengembangan Penilai yang profesional dan Quality Assurance yang
berkelanjutan;

¢) Pembangunan dan pengembangan Database Penilaian yang andal;

f) Pengurusan piutang negara yang optimal;

g) PNBPdari pengurusan piutang Negara yang optimal,

h) Pelayanan lelang yang optimal;

1) PNBP dan pelayanan lelang yang optimal;

1) Organisasi yang fit for purpose,
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k) SDM yang kompetitif;,
1y Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
m) Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diusia yang menginjak 8 tahun terus
melakukan pembenahan dan pengembangan di semua lini di antaranya melalus
penyempurnaan proses bisnis, pengembangan SDM, serta modernisasi kantor-kantor
pelayvanan di daerah, dan yang tak kalah pentingnya adalah transformasi fungsi dan
asset administrator menjadi asset manager. Transformasi fungsi ini sejalan dengan
program reformasi jilid 2 yang sedang diyalankan Kementerian Keuangan melalui
Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang ditetapkan melalui KMK Nomor
36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. KPKNL Pangkalan Bun sebagai kantor
operasional pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah barang tentu senantiasa
turut berupaya mendukung upaya pembenahan dan pengembangan di semua linmi
tersebut. Hal krusial yang perlu dicermati dalam konteks kelembagaan dan sudut
pandang transformasi kelembagaan adalah sinergi fungsi di bidang perbendaharaan
(treasury). Dalam cetak biru Transformasi Kelembagaan, DJKN bersinggungan
dengan 2 fungsi utama, yaitu Fungsi Perbendaharaan dan Fungsi Special Mission.
KPKNL Pangkalan Bun pada hakikatnya merupakan instansi vertikal DJKN
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Kekayaan Negara. Sesuai amanat Peraturan Menterni Keuangan Nomor
170/PMK 01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Pangkalan Bun mempunyai tugas melaksanakan
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pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. KPKNL

Pangkalan Bun dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi meliputi:

a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan
negara;

b) Registrasi, verifikasi dan analisa perimbangan permochonan pengalihan serta
penghapusan kekayaan negara;

c) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang
jaminan, eksekusi, pemenksaan harta kekayaan milik penanggung
hutang/penjamin hutang;

d) Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu
dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang
dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang
negara;

e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;

f) Pelaksanaan pelayanan lelang;

g) Penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan
lelang;

h) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara scrta pemeriksaan
kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang
jaminan;

1) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau
penjamin hutang serta harta kekayaan lain;

J) Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
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dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang
milik negara’kekayaan negara.

c) Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi
identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data,
penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan
penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuam dengan ketentuan, serta
penyusunan basis data penilaian.

d) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan
dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang
dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian
pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI,
pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian
atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga mihk
penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk
memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debrtur, pengelolaan dan
pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

e) Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen
persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan
minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang,
penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu
kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.

f) Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara,

pengelolaan dan pemehharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi
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informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan,

implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik,

laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang

negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

g) Seksi

Kepatuhan

Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap

kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan

rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 135/PMK.01/2006

tanggal 29 Desember 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

KeuanganRI Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008, dan terakhir dengan

Peraturan Menteni KeuanganRI Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 Nopember

2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal DJKN, wilayah kerja

KPKNL Pangkalan Bun meliputi 5 kabupaten, vakni :

Tabel 4.2
Wilayah Kerja KPKNL Pangkalan Bun
Luas Jumlah
Ne. Kabupaten Ibu kota Wilayah Satker
(Km2) (Aktif)
1 KotawarmgmBarat PangkalanBun 10.759 49
2 Kotawarmgin Timur Sampit 16.796 43
3 Lamandau NangaBuhk 6.414 23
4 Seruyan KualaPembuang 16.404 24
5 Sukamara Sukamara 3.827 | 24
Jumlah {163
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Profil masing-masing Kabupaten, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ibukota Pangkalan Bun dengan jumlah
penduduk 273.761 jiwa, merupakan tempat kedudukan KPKNL Pangkalan Bun.
Untuk mencapai kota Pangkalan Bun dapat ditempuh melalui Jalur Udara, Laut
dan Darat, dengan rincian :

a Jalur Udara : Pangkalan Bun ke Jakarta, Banjarmasin, Surabaya dan
Semarang; (masing-masing sekitar 1 jam perjalanan)

b. Jalur Laut : Pangkalan Bun ke Semarang dan Surabaya;

c. Jalur Darat : Pangkalan Bun ke Banjarmasin, Palangkaraya, dan Kabupaten
dalam wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun.

2. Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibu kota Sampit, mempunyai jumlah
pendudukak sebanyak 429 931 jiwa. Jarak dan Pangkalan Bun ke Sampit sekitar
225 km dan dapat ditempuh melalu jalur darat dalam waktu 4 - 5 jam atau
melalui jalur pesawat dengan waktu sekitar setengah jam.

3. Kabupaten Lamandau, dengan ibu kota Nanga Bulikt, mempunyai jumlah
pendudukak sebanyak 71.788 jiwa. Jarak dari Pangkalan Bun ke Lamandau
sekitar 110 km dan dapat ditempuh melalm jalur darat dalam waktu sekitar 2
jam.

4. Kabupaten Seruvan, dengan ibu kota Kuala Pembuang, mempunyai jumiah
penduduk sebanyak 156.264 jiwa. Jarak dan Pangkalan Bun ke Seruyan sekitar
452 km dan dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 8 — 9 jam.

5. Kabupaten Sukamara, dengan ibu kota Sukamara, mempunyai jumlah penduduk

sebanyak 49.943 jiwa. Jarak dari Pangkalan Bun ke Sukamara sekitar 237 km
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dan dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 3 - 4 jam. Kabupaten
Sukamara berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
dan dibatasi oleh sungai Jelai. Akses jalan darat saat ini dapat menjadi kendala
terutama jika musim hujan, maka untuk menuju ke Sukamara melalui Kabupaten
Lamandau yang jarak tempuh lebih jauh sampai 2 — 3 kali dan saat in1 sedang
dibangun jalan fly over karena melewati rawa-rawa, atau dapat pula ditempuh
melalui jalur sungai, kemudian dilanjutkan dengan jalur darat.

6. Selain dan itu, dan Pangkalan Bun menuju Palangkaraya dilalui melalw jalur
darat dengan jarak sekitar 450 km dan waktu tempuh sekitar 9 -~ 10 jam,
demikian pula dan Pangkalan Bun menuju Banjarmasin dapat pula melalut jalur

darat dengan jarak tempuh sekitar 750 km dan waktu tempuh sekitar 13 — 14 jam.
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risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil
pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Tujuan penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan
organisasi. Penerapan pengendalian intern diharapkan memberi manfaat kepada
KPKNL Pangkalan Bun dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi,
meningkatkan kuahtas tata kelola dan sistem pelaporan, tejaganya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, meningkatnya pengamanan
terhadap aset negara; dan meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para
pemangku kepentingan.

Penerapan Pengendalian Intern di KPKNL Pangkalan Bun dibatasi dengan
prinsip-prinsip dalam mencapaian tujuan organisasi, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam
perencanaan strategis, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, mempertimbangkan
keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan menjaga kepatuhan terhadap hukuman
dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum penerapan pengendalian intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan adalah:

a. Penerapan pengendahian intern disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristk
masing-masing unit eselon L.

b. Pimpinan unit eselon I harus menetapkan sistem, kebijakan, prosedur, rencana
keja, dan menyelenggarakan pelatihan yang memadai dalam penerapan

pengendalian intern
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¢. Pimpinan unit eselon 1 harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk
mendukung keberhasilan penerapan pengendalian intern. Sumber daya dimaksud
meliputi pegawai, dana, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi,
dokumentasi, dan sumber lainnya yang diperlukan pada setiap tahapan penerapan
pengendalian intern.

d. Setiap level pimpinan unit eselon I memberikan teladan budaya pengendalian
intern yang kuat kepada pegawai di lingkungan kerjanya.

€. Setiap unit eseloan I melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan dalam
rangka peningkatan penerapan pengendalian intern

f. Inspektorat jenderal sebagai aparat pengawas intern secara aktif mendorong
penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian kementerian
Keuangan.

Fokus utama penerapan pengendalian intern di Kementerian Keuangan adalah
pada pembangunan lingkungan pengendalhian yang kondusif serta pelaksanaan
kegiatan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran operasional,
pelaporan, dan ketaatan. Pengendalian intern diterapkan pada berbagai level dan area
organisasi seperti pada level kementenan, eselon I, eselon II, dan eselon III
pelayanan/operasional.

Seluruh jajaran KPKNL Pangkalan Bun sesuai PP 60 tahun 2008 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 harus melaksanakan
pengendalian intern terdint dan 5 (lima) unsur, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian
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Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dalam keseluruhan organisasi
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian
intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian tersebut diwujudkan melalui:
1) Penegakan integritas dan nilai etika;
2) Komitmen terhadap kompetensi;
3) Kepemimpinan yang kondustf;,
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
3) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6) Penyusunan dan penerapan kebijakan vang sehat tentang pembinaan sumber
daya manusia;
7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif’, dan

8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian nisiko dilakukan melalu identifikasi dan analisis atas nisiko(““apa
yang bisa salah”™) pada tahapan-tahapan kegiatan (transaksional). Risiko yang telah
teridentifikasi kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap
pencapaian tujuan. Pendekatan ni akan menghasilkan kegiatan pengendalian yang

sifatnya rutin atau berjalan terus-menerus.

c. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu

memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk merespon
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nisiko. Kegiatan pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas,

dan sifat dan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

d. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan informasi adalah proses yang berkelanjutan dan berulang
antara organisasi dan para pemangku kepentingan dalam rangka saling memberikan,
berbagi, dan memperoleh informasi serta melakukan dialog terkait dengan
pengendalian intern. Identifikasi, pencatatan, dan komunikasi informasi dilakukan
dalam bentuk dan waktu yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian

dan tanggung jawab.

¢. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja
sistem pengendalian intern dan waktu ke waktu. Pemantauan dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya
Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan/supervise oleh
manajemen yang melekat dalam operasi normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada
Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui pemantauan pengendalian utama dan
pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan vang dilakukan oleh
pelaksana pemantauan pengendahan intern.

KPKNL Pangkalan Bun dalam monitoring sesuai Keputusan Menten
Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 harus berdasarkan konsep tiga lini pertahanan.
Konsep tiga lini pertahanan memandang implementasi pengendalianintern sebagai
Iini pertahanan tiga lapis yaitu:
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a. Limi pertahanan pertama adalah manajemen dan seluruh pegawai yang
melaksanakan proses bisnis. Lini pertahanan ini merupakan limi pertahanan terpenting
dalam mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi
kelemahan dan kerentanan pengendalian. Dengan demikian, seluruh pimpinan dan
pegawai harus memaham dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas
dantanggung jawab pengendalian kegiatan masing-masing.

Selanjutnya, peran dan tanggung jawab manajemen dan setiap pegawai
Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Pimpinan unit eselon [ menetapkan kebijakan penerapan pengendalian intern
unit eselon I

2) Pimpinan unit eselon I melaporkan hasil pemantauan pengendalian intern unit
eselon | kepada Menteri Keuangan;

3) Setiap level pimpinan unit eselon I sampai dengan unit eselon IV berperan aktif
dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang kondusif;
dan

4) Setiap level pimpinan unit eselon I sampai dengan umt eselon 1Vdan setiap
pegawai berperan aktif dalam melaksanakan unsur-unsur pengendalian intern
berupa penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan

pemantauan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Limi pertahanan kedua merupakan fungsi pemantavan. Dalam konteks
pengendalian intern di Kementerian Keuangan, fungsi ini dijalankan oleh Unit

Kepatuhan Internal (UKI) yang bertugas memantau pengendahian intern di setiap
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tingkatan manajemen. Unit Kepatuhan Internal di KPKNL dijalankan oleh Seksi
Kepatuhan Internal. Unit pemantau imi harus memperingatkan lini pertahanan
pertama apabila dijumpai kelemahan pengendalian intern baik dari segi tahapan
rancangan sampat dengan tahapan pelaksanaannya.
Adapun peran dan tanggung jawab UKI (Seksi Kepatuhan Internal) di
KPKNL Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:
1) Mendorong pengembangan dan penerapan pengendalian intern sesuai tugas dan
tanggung jawabnya;
2) Melakukan pemantauan pengendalian intern sesuai tugas dan tanggung
Jawabnya; dan
3) Melaporkan hasil pemantauan pengendalian intern kepada pimpinan dan
Inspektur Jenderal.
c. Lini pertahanan ke tiga adalah fungsi auditor internal. Dalam konteks pengendalian
intern di Kementerian Keuangan, fungsi imi dijalankan oleh Inspektorat Jenderal.
Dengan demikian, seluruh organisasi harus memperhatikan dengan seksama
rekomendasi Inspektorat Jenderal unmtuk peningkatan pengendalian intern dan
memperbaiki kekurangan.
Adapun peran dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal adalah sebagai
benkut:
1) Membenkan konsultasi penerapan pengendalian intern di hngkungan
Kementerian Keuangan.
2) Memberikan asurans (assurance) secara independen dan objektif bahwa

pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif danefisien, antara lain
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melalut audit atas lini pertahanan pertama dan kedua untuk memastikan
bahwa mereka melaksanakan tugasnya dengan baik.
3) Melaporkan kecurangan atau kekeliruan vyang terjadi dan kelemahan
pengendalian yang membahayakan organisasi.
Agar konsep i berhasil, komunikasi dan koordinasi antar linipertahanan harus jelas
ditetapkan.

Peraturan Menteri Keaungan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka
kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Inten di Lingkungan Kementerian Keuangan, juga mengatur tentang pelaksanaan
pemantauan pengendalian internal di lingkungan DJKN termasuk Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang.

Pemantauan pengendalian intern di KPKNL Pangkalan Bun dilaksanakan
dengan tujuan untuk:

1. membantu pimpinan unit kerja untuk meningkatkan penerapan pengendalian intern
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;

2. memastikan pengendalian utama (key control) dijalankan sesuai dengan sistem,
prosedur, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. memastikan kecukupan rancangan pengendalian intern.

Pemantauan pengendalian intern di KPKNL Pangkalan Bun secara garis besar
dilakukan melalui duacara yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring) dan
evaluasi terpisah(separate evaluation). Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan
melalui kegiatan pengawasan/supervisi oleh manajemen vang melekat dalam operasi

normal suatu entitas. Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh orang yang terlatth dan
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terpisah dari operasi (auditor internal) atau orang dalam organisasi yang sebagai

bagian dari tugas rutinnya bertanggung jawab untuk mengawasi proses atau

memantau operasi pengendalian tertentu.
Evaluasi terpisah oleh pelaksana pemantauan tersebut terdiri dart:

1. Pemantauan pengendalian utama, yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa
pengendahan utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan dengan
menggunakan perangkat pemantauan yang telah disusun. Pemantauan imi
diterapkan pada level kegiatan (transactional level) dengan memilih kegiatan
tertentu berdasarkan perimbangan faktor risiko.

2. Pemantauan efektivitas implementast dan kecukupan rancangan pengendahian
intern, vaitu kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan
rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan.
Pemantauan i diterapkan terhadap penerapan unsur-unsur pengendalian intern
tingkat entitas dan kegiatan yang dipilih pada pemantauan pengendalian utama.

Pemantauan pengendalian utama dilaksanakan melalui pengujian atas
keberadaan atribut pengendahan utama. Dasar pemikiran yang digunakan adalah
bahwa atribut merupakan ciri khusus atau bukti bahwa pengendahan telah
dilaksanakan. Dengan demikian, bila pada saat dilakukan pengujian atribut telah
nyata ada maka patut diyakini bahwa pengendalian dengan atribut tersebut telah
dilaksanakan. Sebaliknya bila atribut pengendalian tidak ada maka patut diduga
pengendalian bersangkutan tidak/belum dijalankan.

Tahapan pemantauan pengendalian utama adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pengujian
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Persiapan pengujian dilakukan dengan menyiapkan rencana permintaan dokumen
~ yang menjadi sampel kepada pelaksana pengendalian dan menyiapkan semua

perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan pengujian.

2. Pelaksanaan Pengujian
Terdapat dua kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengujian
vaitu:

a. Pengujian Atribut Pengendalian

b. Observasi Pelaksanaan Pengendalian

3. Pelaporan
Jenis Laporan Pemantauan Pengendalian Utama:

1) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU)
LHPPU adalah laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian
pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak
lanjut atas rekomendasi dalamperiode tersebut; dan rekapitulasi tindak lanjut yang

belum tuntas dan hasil pemantauan periode sebelumnya.

2) Laporan Temuan Segera
Laporan Temuan Segera adalah laporan mengenai temuan yang perlu segera
ditindaklanjuti karena ada pengendalian utama yangsering tidak dilaksanakan dan
berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi dan/atau terhadap
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian
terdapat 3(tiga) kriteria utama temuan bersifat segera yaitu:

a) suatu pengendalian sering tidak dilaksanakan;
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b) berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi dan/atau terhadap
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan
c¢) perlu segera ditindaklanjuti untuk mencegah kegagalan vanglebih luas.
3) Laporan Temuan Berindikasi Fraud
Laporan Temuan Berindikasi Fraud adalah laporan mengenai adanya indikasi
Jraud yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang mtern Kementerian
Keuangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

kelompoknya dan merugikan organisasi.
B. Hasil

Penelitian pengendalian intern di KPKNL Pangkalan Bun dilaksanakan pada
tanggal 1 Maret sampai dengan 15 April 2016. Lokasi penelitian adalah di KPKNL
Pangkalan Bun dan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (sebagai
superintenden KPKNL Pangkalan Bun).

Berdasarkan hasil penelitan dokumentasi pada Seksi Kepatuhan Internal
KPKNL Pangkalan Bun diperoleh hasil evaluasi terhadap implementasi sistem
pengendalian intern sesuai unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dalam
PP 60 tahun 2008 vang dituangkan dalam Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat
Entitas (EPITE) selama tahun 2013, 2014 dan 2015 pada KPKNL Pangkalan Bun
adalah tinggi (sesuai PMK Nomor 32/PMK.09/2013 nilai dibawah 34% adalah
rendah, 34% keatas s.d 63% adalah sedang, dan diatas 63% adalah tinggi) dengan
rincian tahun 2013 sebesar 97,67%, tahun 2014 secbesar 93,18% dan tahun 2015

sebesar 97 67%. Metode yang digunakan adalah survey terhadap seluruh kepala seksi
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dan staf pelaksana KPKNL Pangkalan Bun, wawancara terhadap seluruh kepala seksi
dan salah satu staf yang dianggap paling kompeten, reviu dokumen dan observasi

oleh bagian Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Pangkalan Bun.

Setelah mehhat hasil evaluasi implementasi kebijakan sistem pengendalian
mtern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di atas, berikut penulis jabarkan hasil penelitian implementasi

sistem pengendalian intern berdasarkan teoni George C. Edward III sebagai berikut:

1. Komunikasi
“Komunikasi merupakan salah satu variabel penting vyang yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapain tujuan dan implementasi kebiyjakan publik”, menurut
Agustino (2006:157). Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat
keputusan mengetatahui apa vang akan mereka kerjakan. Berdasarkan hasil
wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa informan, diketahui komunikasi
dalam implementasi kebijakan sistem pengendalian internal di KPKNL Pangkalan
Bun adalah sebagai benikut:
a. Indikator mengetahui kebijakan
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
diperoleh jawaban sebagai benkut:
“belum pernah menjadapat sosialisasi atau workshop mengenai Sistem
Pengendalian Intern, pernah mendengarsekilas saja mengenai Peraturan

Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, namun belum pernah membaca peraturan
tersebut.”
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Kepala Seksi Piutang Negara juga demikian, dengan jawaban:

‘belum pernah membaca dan mendapat sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor
60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intem Pemerintah, namun pemah
mendengar tentang sistem pengendalian intern dan peraturan tersebut.”

Kepala Subbag Umum dalam wawancaranya menjawab:
“belum pernah membaca Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang
sistem pengendalian Intern Pemerintah dan mendapat sosialisast yang utuh
mengenai sistem pengendalian intern.”

Kepala Seksi Pelayanan lelang dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut:

“Iya pernah, di internalkantor melalui sharing knowledge oleh kepala kantor
dan kepala seksi kepatuhan internal”

Kepala KPKNL Pangkalan Bundalam wawancaranya mengatakan:
“ya saya mengetahui, untuk secara keseluruhan (pegawai) ada yang belum
mengetahui.”
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Kalimantan
Selatan dan Tengah mengatakan dalam wawancaranya:
“"Pernah mendapat sosialisasi namun belum pemah mensosialisasi Peraturan
Pemerintah Nomor: 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemernintah di KPKNL Pangkalan Bun.”

Berdasarkan hasil wawancara kelima informan di KPKNL Pangklan Bun
tersebut dapat digarisbawahi bahwa informan mengetahm adanya sistem
pengendalian intern, namun sebagian besar informan sebagai pelaksana pengendalian
belum mendapat sosialisasi secara mendalam dan utuh mengenai sistem pegendalian

intern Hanya satu informan yang pernah mendapatkan sosialisasi melalui sharing

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 126

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42387 .pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

knowledge. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem pengendalian intern
belum disosialisasikan secara keseluruhan kepada pejabat dan pegawai KPKNL
Pangkalan Bun serta dani Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah juga belum
pemah melakukan sosialisasi tentang sistem pengendalian intern khususnya kebijakan

PP 60 tahun 2008 ke KPKNL Pangkalan Bun.

b. Indikator mengerti maksud dan fujuan kebijakanserta fokus utama
kebijakan
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pmtang Negara, maksud dan tujuan
pengendalian intern adalah sebagai berikut:
“sesual (pelaksanaan tugas) dengan mekanisme, agar tidak melenceng (dan

tujuan organisasi), adanya pengawasan dari kepala kantor agar kerja kita
sesuai SOP.”

Kepala Seksi Pelayanan Lelang menjawab bahwa tujuan sistem pengendalian
mntern adalah:

“untuk memberi early warning sistem terhadap kegiatan yang kita lakukan,
sebapai pengendali tingkat pertama, apakah pekerjaan telah dilaksanakan
dengan baik dan benar sesuai aturanatau belum, dan tujuannya memitigasi
restko agar tidak ada resiko negatif dikemudian hari™

Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mengartikan sistem pengendalian
intern, maksud dan tujuannya sebagai benkut:

“Sistem pengendalian intern itu merupakan sebuah cara bagaimana sebuah
kegiatan itu yang ada dalam sebuah institusi atau organisasi itu bisa dilakukan
sesuai dengan peraturan yang ada kemudian dengan standar-standar pelayanan
vang ada yaitu harus dibuat aturan yang jelas bagaimana pelaksanaannya,
bagaimana kalau terjadi hal-hal diluar yang dikehendaki dan sebagainya.

Maksudnya (system pengendalian intern) agar tujuan-fujuan organisasi itu
bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya, sesuai yang diharapkan supaya
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tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak
seharusnya.”

Kepala Seksi Piutang Negara mengatakan bahwa maksud dan tujuan sistem
pengendalian intern adalah:

“lya itu dalam rangka pengendalian di kantor tujuannya supaya kantor itu
berjalan sesuvai dengan mekanismenya, terus mungkin adanya pengawasan
dan kepala kantor agar kita bekerja sesuai dengan mekamisme dan SOP
nya.Jadi walaupun belum pernah mendapat sosialisasi tentang SPI tapi kita
sudah melakukan pengendalian itu, seperti etika.”

Kepala KPKNL Pangkalan Bun mengatakan bahwa maksud dan tujuan sistem
pengendalian intern adalah:

“Maksud dan tujuan SPI adalah agar kegiatan dapat efektif dan efesien, hasil
laporan keuangan yang handal dan pengamanan aset negara serta taat kepada
peraturan perundangan Para pegawai sudah emahaminya ™

Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
mengatakan:

“Tujuan pengendalian intern adalah untuk mencapai tujuan organisasi, tetapt
belum maksimal, terutama tentang SDM yang ditempatkan di seksi untuk
mendukung pengendalian intern. Disisi  sistem  belum  maksimal
(peraturannya), SOP belum ada tentang pengendalian intern, contoh: LHPPU
masih terbatas, belum maksimal. LHPPU yang hanya layanan unggulan bagus
tapi dart sapaian organisasi tidak terlibat, di Putang Negara tidak ada
pemantauan. Perlu ditingkatkan kewenangan KI, karena tidak ada
kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap unit-unit yang dipantau atau
pegawai yang ditemukan melanggar. KI belum diberikan kewenangan lebih,
barang kalt bertahap. KI menjaga agar tidak keluar rel.”

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam wawancaranya
mengatakan:

“Sistem pengendalian intern adalah jantungnya dari proses pengawasan yang

ada, sistem pengendalian intern sangat penting terhadap potensi-potensi

permasalahan vang mungkin terjadi dalam proses jalannya pelayanan di
kantor. Jadi Implementasi kebijakan PP no 60 tahun 2008 ini sudah
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dilakukan di DJKN dan wajib sifamya di kantor KPKNL Pangkalan Bun
dan berikut turunannya dari PP tersebut, ada PMK dan per dirjen. Ada
kewajiban bagi kita untuk melakukan sistem pengendalian intern, namun
demikian DJKN dan KPKNL punya tupoksi yang banyak dan antara tugas
satu dengan vang lainnya tidak bersinggungan maka kantor pusat baru
menerapkan pengendalian internal terhadap beberapa pekerjaan. Seperti
pada kekakyaan negara, yaitu utilisasi. Tahun 2016 di tambah pengendalian
mtern tentang penilaian, kita sangat konsen terhadap pengendalian intern.

Mengingat kebijakan implementasi PP 60 cukup baru belum semua
kementrian lembaga menerapkan. Kemenkeu sangat konsen. Di DJKN ada
pengendalian internal yang sifatnya bulanan, triwulanan, semesteran, dan
tahunan vang di laporkan ke kantor pusat. Tahun 2015 terdapat 2 indikasi
yang sifainya resiko ringan tapengendalian intern bila dibiarkan dapat
menjadi liar dan mengganggu proses pelayanan. Disinya betapa pentingnya
pengendalian intern dalam suatu kantor.

Dulu pengendalian intern dilaksanakan oleh Igen, dengan kendala biaya dan
sebagainya irjen seolah-olah memberikan delegasi kepada umt vertikal,
dilapangan agar melakukan sendini pengendalian intern. pengendalian intern
sebagai perpanjangan tangan dan Ifgen sebenarnya cukup batk dan bisa
terdeteksi lebih dini permasalahannya. Lebih baik pekerjaan kita bisa
terdeteksi dengan staf pengendali di kantor dan pada ditemukan oleh auditor
vang lebih tinggi lagi misalnya BPK, kejaksaan, kepolisian, aparat auditor
dan aparat hukum lainnya.”

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa sebagian besar
belum mengetahw secara tepat maksud dan tujuan kebijakan sistem pengendalian
intern yaitu untuk memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan
suatu instansi pemerintah (KPKNL Pangkalan Bun) dapat mencapai tujuannya secara
efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal,
mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Informan rata-rata hanya menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pengendalian

intern adalah hanya agar pelaksanaan tugas instansi tidak melenceng dan tujuan
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organisast. Selain itu disim masih ada kecenderungan adanya salah pengertian
(miskomunikasi) dalam tranmisi komunikasi bahwa pengendalian intern hanva
dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Internal saja, dimana Seksi Kepatuhan Internal
melakukan pemantauan terhadap pengendahan intern pada beberapa pekerjaan dan
dilakukan ada yang bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Seperti yang
disampaikan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai benkut:
*_kantor pusat baru menerapkan pengendalian internal terhadap beberapa
pekerjaan. Seperti pada kekakyaan negara, yaitu utilisasi. Tahun 2016 di

tambah pengendalian intern tentang penilaian, kita sangat konsen terhadap
pengendalian intern.

Mengingat kebijakan implementasi PP 60 cukup baru belum semua
kementnan lembaga menerapkan. Kemenkeu sangat konsen. Di DJKN ada
pengendalian internal yang sifatnya bulanan, triwulanan, semesteran, dan
tahunan vang di laporkan ke kantor pusat.”

Mengingat kebijakan sistem pengendalian meski sudah terbit tahun 2008, tapi
pelaksanaannya di Kementerian Keuangan atau di KPKNL Pangkalan Bun baru tahun
2013 seperti disampaikan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
di atas.Kebijakan sistem pengendalian intern dalam akselerasi penerapannya hanya
disosialisasikan kepada Seksi Kepatuhan Internal sajabelum ke semua pejabat dan
pegawat.

Hal imi juga tidak lepas dan kompleksnya kebiakan tentang sistem
pengendalian intern tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah
DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah:

“kebijakan sistem pengendalian intern sifatnya kompleks karena banyak

faktor yang diperhatikan atau yang menjadi indikatornya serta peraturan yang

mendukungnya juga sulit dipahami ketika membaca sendiri dan apabila ndak
mendapat pemahaman dan sosiahsasi atau pelatihan.”
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dan yang disampaikan Kepala KPKNL Pangkalan Bun:

“Kebijakan sistem pengendalian intern memang cukup kompleks untuk
dipahami namun harus tetap dilaksanakan untuk pencapaian tujauan
organisasi”

Selain itu dani hasil wawancara di atas sebagian besar informan juga belum
memahami tentang fokus utama pengendalian intem di Kementerian Keuangan dan
khususnya di KPKNL Pangkalan Bun. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka
belum sadar bahwa perlunya membangun lingkungan pengendalian yaitu sumber

daya manusia sebagai pondasi utama dalam pengendahan intern.

c. Indikator koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan

Berdasarkan wawancara diperoleh hasil bahwa penyebaran informasi tentang
kebijakan pengendaban intern ini belum konsisten dan berkelanjutan dilaksanakan.
Rata-rata selama menjabat atau berada di KPKNL Pangkalan Bun dari enam kepala
seksi duakepala seksi vang mendapat sosialisasi satu kali yaitu kepala seksi
Kepatuhan internal dan kepala seksi lelang, dan kemudian tidak pemah lagi, bahkan
sisanya tidak pernah mendapat sosialisasi tentang kebijakan pengendahian intern.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hukum, Informasi dan Kepatuhan
Internal (KIHI) Kantor Wilayah DJKN Kahmantan Selatan dan Tengah diperoleh
hasil sebagai berikut:

“asistensi kurang (dari inspektorat jenderal Kementenan Keuangan),

sosialisasi isinya kurang detail, sedangkan dan kantor pusat, selama dua tahun

menjabat, belum pernah memberikan sosialisasi tentang sistem penegendalian
intern, paling kontrak kinerja (yang disosialisastkan).”
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Berdasarkan pemyataan Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalimanatan
Selatan dan Tengah tersebut dapat digaris bawahi bahwa kantor pusat DJKN kurang
melakukan akselerasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan system

pengendalian intern di daerah terutama di KPKNL Pangkalan Bun.

2. Sumber daya

a. Indikator sumber daya manusia
Sehubungan dengan indikator sumber daya manusia, Kepala Seksi
Pengelolaan Kekayaan Negara mengatakan:

“sumber daya manusia mampu (melaksanakan tugas dan melakukan
pengendalian), namun jumlah pegawai kurang yaitu hanya dua orang
pelaksana, dengan keterbatasan yang ada (maksudnya satu orang pelaksana
sudah menguasai sedangkan satu arang lagi masth baru dan perlu belajar
banyak tentang ketentuan dan aplikasi pengelolaan kekayaan negara).”

Kepala Seksi Piutang Negara mengatakan:
“SDM masih kurang, di seksi Piutang Negara kurang pegawai (yang memiliki
kemampuan di bidang piutang negara) misal, disesuatkan dengan SOP seksi
Putang Negara dalam pelaksanaan penyitaan dan pemeriksaan, SDM mereka
terbatas dan mereka harus meminta bantuan seksi lain yang meiliki
kemampuan jurusita dan pemeriksa.”

Kepala Seksi lelang mengatakan:

“sebelum tahun 2016, masih adanya kekurangan pegawai, padahal ada tiga
hal utama dalam lelang yang harus dilaksanakan yaitu pelaksanaan lelang,
penatausahaan lelang dan dokumentasi lelang, apabila kurang pegawai
(SDM), pertahanan pertama jadi jebol dan pengendalian intem tidak berjalan
dengan baik.”

Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalimanatan Selatan dan Tengah

mengatakan:

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 132

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42387 .pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

“SDM kualitas bagus, namun kuntitasnya masih kurang, di lelang pegawai
punya keahlian khusus, penilai khusus juga (keahliannya), PN juru sita juga
orang khusus, gak bisa digantikan. Akhirmnya rangkap-rangkap. PL (Pejabat
Lelang) di seksi lelang berapa?, (hanya satu), jadi ada rangkap Pejabat Lelang
dan seksi lain. Hasilnya LHPPU, khususnya risalah lelang masih banyak yang
harus dibenahi atau diingatkan (banyak temuan). =
Berdasarkan hasil wawancara di atas dan hasil observasi, dapat digaris bawahi
bahwa hampir seluruh informan mengatakan masih terdapat kekurangan staf di
KPKLN Pangkalan Bun dalam pelaksanaan tugas yang berdampak pada pelaksanaan
kebijakan sistem pengendalian intern. Jumlah staf di seksi pelayanan kekayaan negara
yang berjumlah dua orang dengan jumlah satuan kerja 163 dan wilayah kerja yang
cukup luas masih tidak sebanding, di seksi Pelayanan penilai dengan jumlah staf satu
orang juga dianggap belum cukup, dan juga pada seksi Kepatuhan internal yang
begumlah satu orang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. Kekurangan
Sumber daya manusia sebagai pondasi utama pelaksanaan kebiakan sistem
pengendalian intern menjadi masalah vang pehk dalam pelaksanaan kebijakan
pengendalian intern vang efektif. Jumlah pegawai yang sedikit juga mempengaruhi
rotasi pegawai dan penempatan pegawai menjadi tidak efektif.

Komitmen terhadap kompetensi diwujudkan dalam bentuk proses pegawat yang
terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahhian, dan
kemampuan yang diperlukan, dan unit kenja menyelenggarakan pelatihan dan
bimbingan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai.

Berdasarkan observasi pemilihan pegawai untuk menduduki suatu jabatan

sebagian besar telah berdasarkan kompetensi atau pegawai duduk dijabatannya telah

memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan. Namun karena
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sifat organisasi DJKN yang dalam hal ini KPKNL Pangkalan Bun memiliki tugas
yang multi fungsi/ heterogen dimana memiliki bagian atau seksi yang bidang
tugasnya berbeda-beda dimana setiap seksi hampir tidak berhubungan,
mengakibatkan adanya kendala dalam penempatan pegawai sesuai kompetensi.
Ditambah lagi dengan jumlah pegawai di KPKNL Pangkalan Bun yang cukup
terbatas. Sebagai contoh, pegawai di sesksi pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara
akan belajar dan awal (belajar dasar-dasar dan belajar peraturan terbaru) apabila
dimutasi di seksi pelayanan Lelang, atau Seksi Pelayanan Penilaian, atau seksi
Pelayanan Piutang Negara, atau seksi suporting seperti seksi Kepatuhan Internal,
Sekst Hukum dan Informasi atau Subbag Umum. Hal ini memakan waktu dan
beresiko bila pejabat (kepala seksi) yang mutasi di seksi vang baru yang sebelumnya
belum pemah didudukinya. Pengendalian intern terhadap tugas bensiko terjadi
kesalahan atau kelemahan karena kurang kompetennya pejabat atau pegawai.
Pelatihan dan bimbingan pegawai untuk mempertahankan dan meningkatkan
kompetensi telah diprogramkan setiap tahunnya dengan adanya pengajuan peserta
diklat melalu1 suatu sistem aplikasi perencanaan diklat (pendidikan dan latihan).
Adanya aplikasi ini1, pemenuhan peserta diklat muncul dann bawah bukan melalui
atasan. Atasan hanya memberi pengesahan atas usulan dari peminat diklat.
Berdasarkan penelitian dokumentasi di bagian umum, peneliti memperoleh data
mengenai pegawal yang memenuhi standar jamlat Pegawai yang memenuhi standar
jamlat tiap tahunnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagian umum vang
ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 50% yang dihitung berdasarkan jumlah

pejabat/pegawai yang telah memenuhi standar jamlat dibagi dengan jumlah pejabat
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dan pegawai dalam satu kantor, di tahun 2015 pencapain IKU pegawai yang
memenuhi standar jamlat adalah sebesar 56,52%. Jadi telah memenuhi target dan
mengindikasikan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, workshop dan
lainnya telah dilaksanakan di KPKNL Pangkalan Bun.

Pemilihan diklat yang mengacu pada pedoman pelaksanaan diklat berbasis
kompetensi dilaksanakan berdasarkan sistem aplikasi perencaan diklat, dimana
pemenuhan peserta diklat muncul dari bawah bukan melalu1 atasan. Atasan hanya
memben pengesahan atas usulan dan peminat diklat.

Selain itu dengan semakin banyaknya teknologi informasi yang digunakan
berbasis aplikasi computer dalam menunjang pelakasanaan kerja, menuntut pegawai
harus menguasai computer dengan baik dan bias menjalankan aplikasi tersebut. Di
KPKNL Pangkalan Bun, berdasarkan observasi diketahu1 terdapat aplikasi yang
cukup banyak contohnya: aplikasi SIMAN, SIMPLE, SIMPEL, SIMANTAP,
SIMAK BMN, Pelangi, e-Performance, Modul KN, mini PEIKR, aplikasi persuratan,
Modul TeamCentral, Aplikasi Diklat, SiPRITA, e-Auction, e-Lang, SAIBA, MOFIN,
e-PUPNS, aplikasi absensi dan lainnya. Sedangkan dan observasi diketahui bahwa
tidak semua pegawai menguasai computer dan aplikasi tidak mudah. Seperti di seksi
PN, tidak ada pegawai yang menguasai computer dengan baik dan bias menjalankan
aplikasi SIMPLE untuk database berkas piutang Negara, juga di sekst PKN yang
harus menguasai aplikasi SIMAK BMN, SIMAN, SIMANTAP dan lainnya, dimana
hanya satu staf yang menguasai sedangkan staf satunya baru belajar, sedangkan

mereka harus melayani 163 satker aktif.
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Kurangnya jumlah pegawai dan penggunaan banyak aplikasi ini juga
dikeluhkan oleh Kepala Seksi Lelang sebagai berikut:

“Kendala di lelang sekarang imi yang ada di era modemn, kita banyak
menjalankan beberapa banyak aplikasi, dan mungkin kalau di masalah pengendalian
im tidak ada masalah, tapi kalau dari internal kita itu aplikasi yang mau gak mau
harus kita kegjakan yaitu meng-input semua kegiatan, jadi kalau lelang itu ada
aplikasi lelang by email, aplikasi laporan lelang,dan aplikasi untuk tayangan untuk
lelang tertentu, nah masalahnya dengan frekuensi lelang yang banyak ini mengurangi
tingkat ketehtian, kendalanya itu saja bila terkait dengan jumlah berkas yang harus
kita selesaikan.”

Kepala KPKNL Pangkalan Bun juga menegaskan dalam pengarahan Kepala
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan Tengah tentang rencana KPKNL Pangkalan Bun
mengikuti  lomba kantor percontohan vang diupload diporatal DIJKN

(hups. www dikn kemenkeu. voad berita detayl kepala-kpknl-pangkalan-bun-

siapbersedia-walaupun-dengan-prasarana-sdm-terbatas), sebagai berikut:
“Kepala KPKNL Pangkalan Bun beserta segenap pegawai KPKNL Pangkalan
Bun menyatakan siap dan bersedia memenuhi harapan dani Kepala Kanwil
DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (menjadi yang terbaik pada saat

penilaian kantor percontohan) walaupun dengan prasarana dan SDM vang
terbatas.”

Berdasarkan hasil observasi, KPKNL tahun 2015 mengikuti lomba
kantorpercontohan dengan kritenia kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas SDM
serta penilaian pengguna jasa. Hasilnya belum masuk tiga besar dan tahun 2016
mengikuti kembali dengan kondisi sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan
inovasi-inovasi dalam IT penunjang pelayanan ditingkatkan. Hal ini menunjukkan

bahwa SDM yang kompeten dan kompatabel di KPKNL Pangkalan Bun harus
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ditambah jumlahnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kelancaran

pelaksanaan sistem pengendalian intern.

b. Indikator Pengetahuan Implementator

Indikator pengetahuan implementator disini berhubungan dengan bagaimana
informasi dan kewenangan implementator. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu:
pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua,
mformast mengenai data kepatuhan dan para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pada umumnya kewenangan harus bersifat
formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif Kewenangan merupakan
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan secara politik.

Seperti dijelaskan di indikator mengerti maksud dan tujuan kebijakan serta
fokus utama kebijakandi atas bahwa informan sebagian besar menunjukkan belum
mengerti secara mendalam tentang kebijakan sistem pengendalian intern dan bahkan
tentang peraturannya juga. Disimi masih terlihat bahwa pengendalian intern masih ada
tergantungan kepada seksi Kepatuhan Internal. Hal i1 seperti yang disampaiakan
Kepala Subbag Umum KPKNL Pangkalan Bun sebagai berikut:

“Menurut saya pengetahuan pegawai untuk menjalankan pengendalian intern

saya rasa cukup bisa, karena peraturan di DJKN saya rasa sudah jelas dan

banyak yang mendukung pengendalian intern. Cuma kita belum mengerti
secara mendalam apa itu pengendalian ntern yang sebenamya. Apa vang
harus kita lakukan dalam pengendalian intern itu sesungguhnya.”

Selamn itu Kabid KIHI DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah mengatakan:
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Perlu ditingkatkan kewenangan Seksi Kepatuban Internal, gak ada
wewenang untuk berikan sanksi klo unit-unit yang dipantau atau pegawai
ditemukan melanggar. Seksi Kepatuhan Internal SDM harus bagus.

Klo ada korupsi atau fraud dipertanyakan Kl-nya. Aturan belum jelas tugas
K1 sampai atribut atau masuk ke dalam (isi) dari vang dipantau. Sebenamya
bisa tapi belum diatur.

Berdasarkan pernyataan Kabid KIHI tersebut dapat dijabarkan bahwa

kewenangan pengendalian paling utama ada di Seksi Kepatuhan Internal dan

kewenangan Seksi Kepatuhan Internal perlu ditambah.

¢. Indikator Sarana dan Prasarana
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan
Negera menyatakan:

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPI masih kurang ya, misalnya
seperti komputer masih kekurangan, kemudian dari sisi aplikasi juga sering
bermasalah, itu kan bisa membuat pekerjaan terhambat, kaitannya kan kalau
pekerjaan terhambat berati SOP tidak berjalan, jadwal penyelesaian pasti akan
molor. Komputer yang kurang, listrik yang sering mati itu merupakan masalah
sarana dan prasarana yang kurang menurut saya.

Kepala Kasubbag Umum menyatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:
Klo sarana dan prasarana di KPKNL Pangkalan Bun sudah sangat mendukung
pelaksanaan kerja mas. kantor baru, mobil banyak, motor juga, komputer
memeng agak kurang. Dan dengan dengan sarana dan prasarana yang lengkap
itu kita ditkutkan dalam loba kantor percontohan mas..semoga menang.
Tinggal inovasi yang kita perlu adakan biar kita menang.

Kepala Seksi Piutang Negara mengatakan dalama wawancaranya sebagai

berikut:
Kalau sarana dan prasarana kantor saya rasa masth kurang, karena disini

kaitannya dengan dana juga. Untuk pencapaiannyanya disini kan tidak terlalu
banyak juga ya, tapi target dari umumnya juga begitu ya.
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua kepala seksi dan satu kepala
subbag umum di atas, dapat digarisbawahi bahwa sarana dan prasana di KPKNL
Pangkalan Bun masih ada yang kurang dalam mendukung pelaksanaan tugas seperti
komputer jumlahnya yang kurang dan aplikasi yang bermasalah sangat berarti bagi
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang harus melayani 163 satker ketika mereka
melakukan rekonsiliasi data barang milik negara melalui aplikasi. Bagi seksi Piutang
Negara keberadaan dana sangat penting dalam upaya untuk menjalankan proses
penagihan kepada debitur.

Meskipun demikian Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan
Tengah dalam kunjungannya ke KPKNL Pangkalan Bun vang beritanya ditayangkan
diportal DJKN (hitps://www.djkn kemenkeu.go.id/2013/benta/kunjungan-kepala-
kanwil-djkn-kalimantan-selatan-dan-tengah-dan-pengambilan-sumpah-pns-di-
lingkungan-kpknl-pangkalan-bun) mengatakan:

“dengan pegawai yang kompeten dan kantor yang nyaman serta fasilitas yang

memadai, tidak ada alasan lagi bagi pegawai untuk bekerja tidak sesum

standar, loyo, atau malas-malasan dalam bekerja.”
3. Dispesisi /Sikap/Kecenderungan

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Kantor wilayah DJKN Kalimantan

Selatan dan Tengah mengatakan:
“terkadang hal sepele (menghambat implementasi pengendalian mtern),
menganggap pengendalian intern tidak bermanfaat, jadi kalau satu saja
pegawai menganggap pengendalian intern tidak bermanfaat, itu bisa
berdampak pada semua pegawai. Masih melithatadanya sikap belum
“wellcome™ terhadap implementasi pengendalian intern. Sikap bidang/seksi

atau perorangan vang tidak mendukung pengendalian intern, itu menjadi
ganjalan, karena merasa terganggu, misalnya saja satu level (seksi
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Kepatuhan Internal) mengevaluasi pekerjaan saya (seksi lain). Pengendalian
intern masth dianggap tugas tambahan yang menambah beban kerja mereka.
Pegawai masih menganggap kebijakan pengendalian belum penting bagi
mereka, sehingga terhadap pelaksanaan pemantauan sebagai salah satu unsur
pengendalian intern mereka masih enggan memberikan data.”

“...bidang/scksi atau pegawai kita masih memandang sebelah mata
pengendalian intern, bahkan untuk melakukan pengendalian intern tidak
gampang disana timbul kecurigaan-kecurigaan, resistensi, yang kalau tidak
dilaksanakan dengan baik, pengendalian intern menjadi permasalahan yang
baru misalnya ada satu bidang atau seksi akan dilakukan evaluasi hasil
produknya timbul kecurigaan, maka periu komunikasi yang bagus dan dan
pengendalian intern harus mendukung. Mau sebesar apapun komitmen dan
bawahan tapi kalau pimpinan pengendalian intern tidak komitmen maka
pengendalian intern tidak jalan, intinya Pengendalian intern membutuhkan
komitmen dan setiap tingkatan mulai dan pimpinan sampai ke staf, selain itu
komunikasi antar bidang/ seksi juga harus dilakukan dengan baik, agar bisa
bersama-sama menemukan potensi resiko yang bisa menghambat d
kemudian hari.™

Berdasarkan pernyataan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan tengah
di atas dapat digarisbawahi bahwa sistem pengendalian intern yang baru
direalisasikan dengan pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di setiap kantor,
karena belum adanya pemahaman terhadap sistem pengendalian intern maka masth
ada kecenderungan sikap beberapa pegawai yang belum “wellcome” dan masih ada
resistensi pegawai terhadap pengendalian intern.Khususnya terhadap pelaksanaan
pemantauan yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal. Disimi juga perlu
pentingnya konsesnsus betapa pentingnya sistem pengendalian intern bagi organisasi

dan komitmen seluruh pegawai.
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4. Struktur Birokrasi

Kepala seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mengatakan tentang struktur
birokrasi dan hubungannya dengan koordmasi dalam organisasi menjawabsebagai
berkut:

“struktur birokrasi, di KPKNL Pangkalan Bun kayak holding atau heterogen,
jadi satu seksi dengan seksi yang lain tidak terkait, khususnya seksi teknis,
jadi koordinasi hampir tidak ada atau cuma sedikit karena tidak nyambung,
apa yang dikoordinasikan jika (seksi teknis) punya SOP masing-masing yang
tidak terkait.”

Kepala Sekst Pelayanan Lelang mengatakan dalam wawancaranya sebagai berkut:

“Pertama harus kita pahami dulu bahwa kepala kantor membawahi seksi
yang cukup banyak seperti lelang, piutang PKN dan penilaian itu yang teknis
kemudian seksi pendukung yaitu umum, KI, HI. Berarti disini kepala kantor
memiliki banyak tugas yang multi dimensi. Itu juga tidak terlepas dari
organisasi DJKN yang bisa dibilang gado-gado, jadi mau tidak mau kita
memang harus melapor kepada kepala kantor apa yang sudah kita kerjakan
sudah sesuai dengan SOP vang ada di seksi kita masing-masing. Atau
mungkin begini bisa dengan memberdayakan sekretanis atau membuat
aplikasi yang memberikan informasi detail.”

Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam
wawancaranya juga menyampaikan:
“Berat menurut saya (pengendalian yang dilakukan oleh kepala kantor),
dengan multi fungsi pekerjaan, meski wilayah kerja semakin sedikit.
Pimpinan tidak mungkin mengetahui semua proses bisnis dengan SOP yang
banyak.”
Berdasarkan penjelasan tiga informan di atas dapat digarisbawahi bahwa
struktur birokrasi di KPKNL kurang mendukung implementasi pengendalian intem.
Struktur dari KPKNL Pangkalan Bun yang multfungsi/spesialisasi berdampak tidak

adanya keterkaitan antara sekst yang satu dengan yang lain terutama seksi teknis
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sehingga tidak adanya saling control. Hal ini menyebabkan beban berat bagi kepala

kantor dalam menjalankan pengendalian intern.

Sedangkan dan kejelasan aturan diperoleh hasil bahwa sebagian besar
informan mengatakan bahwa peraturan di Kementerian Keuangan dan khususnya di
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebenamya telah mendukung adanya sistem

pengendalian intern.

C. Pembahasan

Selanjutkan peneliti akan membahas implementasi pengendalian mtem

berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward 111.

1. Komunikasi

“Komunikasi merupakan salah satu vanabel penting vyang vang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapain tujuan dan implementasi kebijakan publik”, menurut
Agustino (2006:157). Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat
keputusan mengetatahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui
para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem pengendalian intern
belum disosialisasikan secara mendalam kepada pejabat dan pegawar di KPKNL
Pangkalan Bun, dan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan juga belum pernah

melakukan sosialisasi tentang sistem pengendalian intern ke KPKNL Pangkalan Bun.
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Teort implementasi kebijjakan George C. Edward III dalam Winamo
(2007:17) menyatakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan
suatu implementasi yang baik pula, dan berlaku sebaliknya, tanpa adanya komunikasi
yang baik terhadap suatu kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut tidak
akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan peneliian dokumentasi, kebijakan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemenintah, baru dilaksanakan secara nyata di Kementerian Keuangan termasuk di di
KPKNL Pangkalan Bun dengan adanya pembentukan Unit Kepatuhan internal pada
tahun 2013. Unit kepatuhan Internal yang dibentuk pada bulan Jum 2013 tersebut
langsung menjalankan tugas yang didahulut dengan melakukan pendidikan kepada
seluruh Kepala Seksi Kepatuhan Internaldi DJKN selama satu minggu dan setelah 1tu
langsung mempraktekkan di kantor masing-masing dengan berpedoman pada
Keputusan Meneteri Keuangan nomor 32/KMK 09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intem dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern di Lingkungan Kementenan Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan awal menunjukkan kebijakan
pengendalian intern khususnya pemantauan langsung oleh seksi Kepatuhan Intermal
di KPKNL tersebut, terlalu tergesa dilaksanakan atau dipraktekkan secara langsung
dalam kegiatan pelaksanaan tugas di kantor melalui evaluasi terpisah oleh seksi
Kepatuhan Intermal tanpa di dahului sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh

pegawai tentang kebijakan sistem pengendalian intern.
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Hal mi menunjukkan bahwa pengendalian intern yang langsung dilaksanakan
dalam bentuk evaluasi terpisah seolah dipaksakan untuk dilaksanakan dengan
kondisi lingkungan vang belum memahami dan belum siap untuk dilakukan
pemantauan oleh Seksi Kepatuhan internal. Jika kebijakan ingin diimplementasikan
maka faktor utama yang berpengaruh terhadap kebijakan vyaitu tranmisi dalam
komunikasi harus dijalankan terlebih dahulu.(George C. Edward III dalam Winamo,
2007: 157-158).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman maksud dan tujuan
kebijakan sistem pengendalian intern, pejabat dan pegawaiKPKNL Pangkalan Bun
belum memahami secara menyeluruh maksud dan tujuan pengendalian intern yaitu
agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah (KPKNL Pangkalan
Bun) dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan
keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan
terhadap peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan hasil penelitan juga
menunjukkan bahwa pimpinan/pejabat di KPKNL Pangkalan Bun belum mengetahui
fokus utama pengendahian intern, yaitu hingkungan pengendalian yang dibentuk oleh
SDM di dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan di Kanwil DJKN Kahamantan
Selatan dan Tengah (Kepala Kanwil dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum
dan informasi) sebagai superintenden yang memberikan bimbingan dan pengarahan
kepada KPKNL mereka masih menggambarkan pengendalian intern adalah kegiatan
yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan internal yaitu Seksi Kepatuhan Internal.

Sistem Pengendalian intern melekat pada seluruh kegiatan dan dilakukan oleh orang-
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orang di dalam organisasi pada semua level. Sistem Pengendalian Intern mencakup
keseluruhan dari lima unsur sistem pengendalian intern sesua PP 60 tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu hingkungan pengendahian,
penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Sistem pengendalian intern masih dianggap hanya pemantauan yang
dilakukan oleh seksi Kepatuhan Interpal. Hal imi menunjukkan masih belum
pahammnya pejabat dan pegawai di KPKNL Pangkalan Bun termasuk pimpinan di
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tentang Sistem Pengendalian Intern
secara utuh. Padahal para pejabat tersebut memegang peran kunci dalam
pengendalian mtern. Keberhasilan sistem pengendalian mtern (internal controls)
sangat ditentukan oleh pihak-pithak yang memegang peranan kunci dalam
melaksanakan tugasnya di organisasi. (Wibowo, 2008).

Internal Controls bukanlah peristiwa tunggal, tetapi merupakan suatu
rangkaian tindakan dan aktivitas yang menyebar ke seluruh bagian suatu organisasi.
Hal im tidak bisa dipisahkan dalam metode yang digunakan oleh manajemen untuk
melakukan operasi sehari-hari. Internal Controls tidak dipandang sebagai suatu
sistem yang terpisah secara khusus di dalam suatu organisasi, tetapi lebih sebagai
suatu bagian integral proses orgamsasi yang diatur oleh manajemen untuk mencapai
sasaran organisasinya. Suatu sistem Internal Controls yang efektif ditandai oleh
pengendalian yang "built into" suatu infrastruktur organisasi bukan yang ditambabkan
“on top of" infrastruktur.

Menurut Edward Il dalam Kartorius (1995:29) agar kebijakan menjadi

efektif, pihak-pihak yang betanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut
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sebaiknya mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Proses pengendalian menyatu
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai. Oleh karena itu, vang menjadi fondasi dart pengendalian adalah
orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian merupakan integritas dan nilai etika yangdipehhara
dan ditunjukkan oleh pimpinan dan pegawai dalam organisasi tersebut. Peran
lingkungan pengendalian, paling baik dinyatakan oleh Umiversity ofCaliforma’s
Understanding Internal Controls yang menyatakan bahwa setiap orang dalam
organisasi perlu memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam
program pengendalian intern. Umiversitas Californta mengatakan“suatu lingkungan
pengendalian yang efektif merupakan suatu lingkungan dimana orang-orang yang
kompeten memahami tanggung jawab mereka, membatasi wewenang mereka, dan
memiliki pengetahuan, berhati-hati, melakukan apa yang benar dan melakukannva
dengan cara yang benar. Mereka terikat pada kebijakan dan prosedur organisasi serta
standar perilaku dan etika”(Silverman, 2008: 254).

Lingkungan pengendalian dapat memberikan konteks ketertiban dan struktur
sehingga merupakan fondasi bagi empat komponen pengendalian intern lainnya
(Jackson & Fogarty, 2006: 178). Menurut Rollins & Lanza (2005: 63), lingkungan
pengendalian juga mencerminkan perilaku, kesadaran, dan tindakan mengenai
pentingnva pengendalian dan menekankan penempatan pengendalian dalam
kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi.

Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian yang baik akan

meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian
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dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan hngkungan pengendahan
vang demikian diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen im
juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP
lainnya. Selain itu budaya kerja yang baik pada mnstansi pemerintah (KPKNL
Pangakalan Bun) perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Selain itu, kompleksitas PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah itu sendin yang didalamnya mencakup banyak hal atau indikator
merupakan salah satu faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam
implementasi kebyjakan publik. Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan
informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas
kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tyyjuan kebijakan publik, adanya
masalah-masalah dalam memulai kebijakan vang baru serta adanya kecenderungan
menghindan pertanggungjawaban kebijakan, menurut Winarno (2005:128).

Komunikasi juga merupakan hal mendasar untukmewujudkan semua tujuan
pengendalian intern. Semua personil harus menernima pesan yang jelas dan pimpinan
puncak bahwa mengendalikan tanggung jawabharus secara serius dan mereka harus
memahami perannva dalam sistem pengendalian intern. Informasi merupakan basis
untuk komunikasi yang harusmenemui harapan dari kelompok dan individual,
memungkinkan mereka menjaga tanggung jawabnya secara efektif. Komunikasi yang
efektif dapat terjadi dalam semua petunjuk, mengalir ke atas, ke bawah, dan lintas
organisasi, di seluruh komponen dan semua struktur (INTOSAI, 2004: 38).

Salah satu alat untuk menmjamin bahwa pegawai mempunyai akses umtuk

pimpinan senior yaitu pertemuan dengan beberapa pegawai. Pertemuan antara
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pimpinan dan pegawai merupakan suvatu leading channels of communication
(Beaumont, 1993: 156). Pertemuan harus dilakukan secara periodik dan harus
digunakan sebagai kesempatan bagi pimpinan untuk menginformasikan hasil dan
perkembangan gagasan kunci serta menunjukkan tanggapan untuk umpan balik
pegawai (Argenti, 2007: 144).

Melihat hal tersebut di atas sosialisasi Peraturan Pemernintah Nomor 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus terus dilakukan, termnasuk
peraturan  penunjangnya seperti Keputusan Menteri Keuangan nomor
32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan
Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementenian
Keuangan, sehingga seluruh pegawai KPKNL Pangkalan Bun dapat mengerti dan
memahami maksud dan tujuan PP 60 tahun 2008 tentang Sstem Pengendahian Intern
Pemerintah (SPIP) tersebut.

Seperti yang ditekankan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan
Tengah dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Pengendalian internal membutuhkan komitmen dan setiap tingkatan mulai
dan pimpinan sampai ke staf, selain itu komunikasi antar bidang/ seksi juga
harus dilakukan dengan baik, agar bisa bersama-sama menemukan potensi
resiko yang bisa menghambat di kemudian han.Upaya-upaya yang dapat
dilakukan dalam pengendalian internal agar menghasilkkan hasil vang
maximal, antara lain: Komitmen untuk melaksanakan peraturan yang berlaku
ditujukan untuk semua pegawai, mulai dart pimpinan sampai ke staff, secara
berkala perlu dilakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang berlaku,
penanaman nilai-nilai Kementenian Keuangan dan sharing knowledge
dengan saling bertukar informasi antar bidang/seksi dapat membantu suatu
bidang/seksi berjalan dengan aturan dan porsinya masing-masing.”
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2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino:158-159, sumberdaya merupakan hal
penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Menurut Tachjan, 2006:135,
sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang
mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis
sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan
oleh orgamsasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam
transformasinya dalam output. Sedang secara tekmnologis, sumber daya berkaitan
dengan kemampuan transformast dari organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf di beberapa
seksi di KPKNL Pangkalan Bun masih belum mencukupi dan di beberapa seksi juga
menjukkan penambahan jumlah staf tidak cukup menyelesatkkan persoalan
implementasi kebijakan. Sumber daya utama dalam implementasi adalah staf atau
pegawai Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya
disebabkan oleh staffpegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak
kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf saja tidak cukup menyelesatkan
persoalan implementasi, diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan
kebijakan (Edward 11l dalam Agustino:158-159).

Staf di KPKNL Pangkalan Bun dituntut memiliki kemampuan multi fungsi
yaitu terutama tentang seksi teknis di KPKNL Pangkalan Bun seperti tentang
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, pelayanan Lelang, dan Piutang Negara,

serta kemampuan di seksi pendukung lainnya seperti seksi Hukum dan Informasi,
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Kepatuhan Intemmal serta bagian umum. Hal ini tidak lepas dan sistem rotasi yang
terjadi di internal KPKNL Pangkalan Bun atau mutasi antar kantor, dimana pegawai
harus siap dan harus menyesuaikan dengan cepat di seksi barunya. Mengingat juga
bahwa di masing-masing seksi tersebut, khususnya seksi teknis memiliki peraturan
dan SOP tersendiri yang hampir tidak ada keterkaitannya dan jumlahnya cukup
banyak. Inilah yang tidak dimiliki oleh direktorat lain atau kementerian lain. DJKN
atau KPKNL memiliki tugas yang heterogen atau multi fungsi. Kemampuan staf
KPKNL Pangkalan Bun juga harus selalu meningkat dan bertambah karena sifat
organisasi DJKN juga dinamis dengan berubahnya dan bertambahnya peraturan serta
penggunaan teknologi yang semakin banyak dengan adanya aplikasi-aphkasi yang
menggunakan program komputer.

Beban berat ini terutama berada di pimpinan yaitu Kepala KPKNL Pangkalan
Bun sebagai pucuk utama penanggungjawab pengendalian intern di KPKNL
Pangkalan Bun. Sebagai lmi pertama pengendalian Kepala KPKNL Pangkalan Bun
akan mengandalkan kepala scksi sebagaipertahanan pertama dalam (on going
monitoring), sebagai lini kedua pengendalian, Kepala KPKNL Pangkalan Bun akan
mengandalkan seksi kepatuhan intermnal melalui pelaksanaan evaluasi terpisah
(separate evaluation) agar organisasi tidak melenceng jauh dan tujuannya. Kepala
KPKNL Pangkalan Bun harus mempunvai komitmen dan kemampuan yang baik
(menguasai) terutama tentang empat seksi teknis tersebut, karena tidak mudah bagi
kepala KPKNL vang bukan berlatar belakang seksi teknis memimpin KPKNL dan

melaksanakan pengendalian intern.
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Menghadapi permasalahan tersebut pimpinan unit kerja harus mengusulkan
untuk menambah jumlah pegawai ke pegawaian Kantor Pusat DJKN. Penambahan
jumlah staf saja tidak cukup menvelesaikan persoalan implementasi kebijakan
pengendalian intern, tetap: diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan
kebtjakan (Edward Il dalam Agustino:158-159).

Sehubungan dengan sumber daya manusia, fondasi dari pengendalian adalah
orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendahan.
Lingkungan pengendalian merupakan integntas dan nilai etika vangdipelihara dan
ditunjukkan oleh pimpinan dan pegawai dalam organisasi tersebut (Stlverman, 2008:
254).

Integritas dan nilai ettka merupakan elemen penting dalam lingkungan
pengendalian karena mempengaruhi desain, administrasi, dan monitoring komponen
pengendalian internal lainnya. Integritas adalah suatu prasyarat bagi perilaku etika di
semua aspek aktivitas suatu entitas (BPKP, 2007: 26). Sementara nilai etika adalah
standar dan perilaku yang membentuk kerangka perilaku bagi pegawai (BPKP, 2007:
19). Pimpinan dan staf harus menunjukkan sikap yang mendukung pengendalian
imtern dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam organisasi harus
memehihara dan menunjukkan integritas personal dan profesional serta nilai etis dan
harus mematuhi aturan pelaksanaan.

Kementerian Keuangan dalam membentuk integritas, nilai etika dan perilaku
etis pegawai telah menerbitkan dan menanamkan budaya nilai-nilai Kementenian

Keuangan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan
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terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegami. Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan ditetapkan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi
Kementerian Keuangan, Pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja,
dan bersikap.
Nilai-nilai Kementerian Keuangan terdin dan:
a) Integritas:
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
b) Profesionalisime:
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penub tanggung
jawab dan komitmen yang tinggi
¢) Sinergi:
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta
kemitraan vang harmoms dengan para pemangku kepentingan, untuk
menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
d) Pelayanan:
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang
dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman
e) Kesempurnaan:
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan

memberikan yang terbaik
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Integritas pegawai di juga ditekankan dengan penandatangan komitmen
pernyataan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan i
hadapan penggguna jasa pelayanan.

Sehubungan dengan kompetensi, kompetensiharus  mencermmkan
pengetahuan dan keahlian untuk mencapai tugas-tugas yangdidefinisikan pada setiap
satuan pekerjaan (BPKP, 2007: 28). Manajemen perlu menspesifikasikan tingkat
kompetensi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu vang diterjemahkan dalam
pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Kebutuhan pengetahuan dan keterampilan
mungkin tergantung pada pelatihan danpengalaman mdividual. Di samping itu,
pelatihan vang bersifat etis (ethical training) yang fokus pada aturan tingkah laku
organisasi dan bagaimana mengkomunikasikan pelanggaran juga harus
dipertimbangkan untuk semua pegawai (Rollins & Lanza, 2005: 66). Pimpinan dan
pegawai menjaga level kompetensi yang memberikan pemahaman pentingnya untuk
mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian intern
dengan baik serta melaksanakan tugas mereka supaya memenuhi tujuan umum
pengendalian intern dan musi entitas (INTOSAI, 2004: 18).

Kompetensi pegawai khususnya terhadap sistem pengendalian intern perlu
ditingkatkan, dimana yang selama imi mengikuti diklat tentang Akselerast
Implementasi Unit Kepatuhan Internal (Aksi UKI) hanya staf atau pejabat di bagian
Umnit Kepatuhan Internal, untuk selanjutnya diutamakan kepada pejabat dan pegawai
di luar seksi Kepatuhan Internal. Berdasarkan data yang penehti peroleh dan seksi
umum, selama dua tahun terakhir tidak ada pegawai yang mengikuti diklat Aksi UKI

tersebut. Pada hal setiap semester ada diklat Aksi UKI,maka akan lebih baik bila
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pimpinan menugaskan kepala seksi atau staf di luar seksi Kepatuhan Internal untuk
mengikuti dan melakukan sharing knowledgesetelah selesai pelatihan.

Berdasarkan hasil penelitian juga terdapat kekurangan fasilitas seperti
komputer dan dana di beberapa seksi. Menurut Edward Il dalam Agustino:158-159,
fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor
mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetap: tanpa
adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementas: kebijakan
tersebut tidak akan berhasil. Pimpinan KPKNL Pangkalan Bun sebaiknya meminta
kantor pusat tambahan komputer dan dana untuk kelancaran tugas serta keberhasilan

implementasi kebijakan sistem pengendalian intern.

3. Disposisi / Kecenderungan

Berdasarkan hasil penelitan di KPKNL Pangkalan Bun menunjukkan bahwa
terdapat permasalahan masih adanya indikasi sikap belum “wellcome™ terhadap
implementasi pengendalian intern. Pengendalian intern masih dianggap tugas
tambahan yang menambah beban kerja pegawai. Pegawai masih menganggap
kebijakan pengendalian belum penting bagi mereka, schingga terhadap pelaksanaan
pemantauan (evaluasi terpisah) sebagai salah satu unsur pengendalian intern, pegawai
masih enggan memberikan data. Apalagi pelaksanaan pemantauan (evaluasi terpisah)
tersebut dilaksanakan oleh seksi kepatuhan internal yang sejajar tingkatannya. Masih
ada sikap kecurigaan-kecurigaan dan resistensi pada beberapa pegawai.

Menurut Edward [II dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan

“kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 154

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42387 .pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika
para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan
terhadap 1mplementasi kebyakan maka terdapat kemungkinan vang besar
implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian
sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi
kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan
menghadapi kendala yang senus.
Menurut pendapat Van Metter dan Van Hom dalam Agustinus (2006:162):
“sikap penerimaan atau penolakan dan agen pelaksana kebiakan sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.”

Adanya kecenderungan kondisi moral hazard pelaksanaan pemantauan dan
pemeriksaaan terhadap pejabat pada unit dalam satu kantor juga berakibat pelemahan
pengendalian ntern, karenanya diperlukan pelatihan peningkatan integritas guna
meningkatkan keyakinan diri bahwa pelaksanaan tugas dilakukan guna membawa
kebaikan kepada unit.

Dalam lingkungan pengendalian yang efektif, kesadaran pengendahan
pimpinan dan gaya pengoperasian (tone at the lop) menciptakan atmosfir positif bagi
proses dan pengendalian yang efektif dimana kemungkinan kesalahan dapat dikurangi
(Rollins & Lanza, 2005: 67).Sikap yang mendukung pengendalian intern, misalnya
independensi, kompetensi, dan memberikan keteladanan Kode etik yang ditetapkan
oleh manajemen, dan konseling dan penilaian kinerja yang mendukung tujuan

pengendalian intern dan, khususnya, kegiatan operasi yang beretika.
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Pembentukan sikap oleh top manajer digambarkan dalam semua aspek
tindakan manajemen. Komitmen, keterlibatan, dan dukungan dan pejabat pemerintah
paling puncak dalam pembentukan “the tone at the top” membantu perkembangan
sikap positif serta penting untuk pemeliharaan sikap yang mendukung pengendalian
mtern organisasi. Jika pimpinan puncak percaya bahwa pengendalian intern itu
penting, pthak lain dalam organisasi akan merasadan merespon melalui pengamatan
pembentukan pengendalian intern denganteliti. Namun, jika anggota organisasi
merasa bahwa pengendalian bukan merupakan sesuatu yang bersifat penting maka
hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian organisasi tidak akan tercapai
secara efektif. Akibatnya, penunjukkan dan desakan mengenai kode etk oleh
manajemen adalah sangatpenting untuk tujuan pengendalian intern dan, khususnya
tuyuan "kegiatan operasi beretika”™ (INTOSALI, 2004: 18-19).

Masalah sikap “ewuh pakewuh™ juga menjadi permasalahan tersendin dalam
implementasi sistem pengendalian intern. Pengaruh Budaya Birokrasi “ewwh-
pakewuh” menjadikan Sistem Pengendalian Intern dalam hingkungan birokrasi tidak
efektif, maka pimpinan instansi pemernntah dalam hingkup birokrasi seyogyanya
selalu mengedepankan kepemimpinan yang kondusif, yaitu mendorong sikap sangat
terhormat untuk berbicara terus terang, berani mengatakan kenvataan vang
sebenamya dan memiliki tradisi dan kearifan untuk menjalin komunikasi dua arah
antara bawahan dan atasan secara harmonis di lingkungan kerja. (Soeharjono, 2011).

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah mengatakan dalam
wawancaranya, dalam menghadapi permasalahan sikap pegawai adalah sebagai
benkut:
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“harus bisa antisipsi dengan sharing knowledge, sosialisasi dan pelan-pelan
karena hal baru (kebijakan pengendalian intern). Perlu komunikasi yang
bagus dan pimpinan harus mendukung. Intinya pengendalian mtern
membutuhkan komitmen dan pimpinan sampai level bawah, komunikast
antar bidang/seksi, semuanya harus dilaksanakan dengan baik. Tanpa adanya
itu mustahil pengendalian intern bisa dilaksanakan dan menemukan potensi-
potensi resiko yang muncul.”

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di DJKN termasuk di KPKNL Pangkalan Bun tak lepas dan
beragamnya portofolio DJKN sebagai “emerging organization™ dengan proses bisnis
organisasi vang multitasking skill/spesialisasi.DJKN mempunyai dua fungsi utama,
yaitu fungsi perbendaharaan (freasury) dan fungsi Special Mission.

Sesuai amanat Peraturan Mentenn Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012
tentang Orgamisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, KPKNL Pangkalan Bun mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di
bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Proses bisnis vang
multitasking/spsesialisasi ini berakibat tata aliran pekerjaan dan koordmasi di
KPKNL pangkalan Bun hampir tidak berhubungan atau tidak ada koordinasi karena
sifatnya spesialisasi. Hal int berakibat pengendalian intern hanya berlangsung di
bagian/seksi itu sendin dan kepala kantor, sedangkan seksi Kepatuhan Internal hanya
melakukan pemantauan terhadap atribut setelah pelaksanaan tugas selesai
dilaksanakan setiap bulannya melalui Laporan Pemantauan Pengendalian Utama
(LHPPU) dan melakukan evaluasi secara keseluruhan pengendalian internal setiap

tahunnya melalui Evaluasi Pengendalian Intermal Tingkat Entitas (EPITE).
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Bagian/seksi lain tidak dapat ikut melakukan pengendalian intern terhadap
bagian/seksi di luar tugasnya.

Pimpman/pegawai KPKNL Pangkalan Bun harus paham bahwa dalam
pelaksanaan pengendalian internal terdapat konsep tiga hni pertahanan vaitu hini
pertahanan pertama adalah manajemen dan seluruh pegawaiyang melaksanakan
proses bisnis. Lini pertahanan ini merupakan limi pertahanan terpenting dalam
mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan
kerentanan pengendalian. Limi pertahanan kedua merupakan fungsi pemantauan.
Dalam konteks pengendalian intern di Kementerian Keuangan, fungst im dijalankan
oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) vang bertugas memantau pengendalian intern di
setiap tingkatan manajemen. Unit Kepatuhan Internal di KPKNL dijalankan oleh
Sekst Kepatuhan Internal. Unit pemantau ini harus memperingatkan lini pertahanan
pertama apabila dijumpai kelemahan pengendalian intern baik dan segi tahapan
rancangan sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Lini pertahanan ke tiga adalah
fungsi auditor internal. Dalam konteks pengendalian intern di Kementenan
Keuangan, fungsi int dijalankan oleh Inspektorat Jenderal.

Seksi Kepatuhan internal sebagai lini kedua tidak menilai substansi sehingga
jika tegjadi fraud (kecurangan/kesengajaan) maka hal tersebut bukan menjadi
tanggung jawab Seksi Kepatuhan Intermal. Hal ini dikarenakan salah satu unsur
pengendalian intern adalah membenkan keyakinan yang memadai artinya hanya
sebatas kegiatan proses yang telah dilakukan dengan atribut-atribut pengendalian

yang telah ada. Seksi Kepatuhan Internal merupakan salah satu fungsi manajemen,
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tidak berdin sendiri, dan bukan bagian dan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan.

Seksi Kepatuhan Internal di KPKNL Pangkalan Bun mempunyai tugas tidak
hanya mengenat kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil
pengawasan, melakukan pemantauvan pengendahian intern, dan pengelolaan kinerja,
Jjuga mempunyai tugas menjalankan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis
serta terkait manajemen resiko sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Rl
Nomor: 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan
Kementerian Keuangan. Kompetensi pegawai UKI harus memiliki kompetensi
umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus. Kompetensi khusus diantaranya
adalah: Courage of convictions (keberanian berdasarkan keyakinan), resilience
(ketabahan), relationship management (mengelola hubungan). Disisi lain, Analisa
Beban Kerja (ABK) seksi KI yang tinggi tidak dibarengi dengan jumlah ideal
pelaksana di seksi KI di KPKNL Pangkalan Bun, serta dengan terbatasnya jumlah
pegawai di seksi teknis, tidak jarang pelaksana dan bahkan kepala seksi KI masih
sering dilibatkan dalam kegiatan proses bisnis unit lain, seperti merangkap menjadi
pejabat lelang, membantu penilaian, dan bahkan merangkap menjadi Pejabat Pembuat
Komitmen yang semua itu tidak jarang dapat menimbulkan konflik kepentingan
(conflict of interest) sehingga melemahkan fungst kepatuhan internal itu sendm. Oleh
sebab itu selain kebutuhan pegawai yang ideal di seksi Kepatuhan Internal, juga
dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan integritas pegawai atau pejabat di seksi
Kepatuhan Internal. Fungsi Unit Kepatuhan Internal di KPKNL Pangkalan Bun

hanya berfungsi preventif dan reaktif saja, namun juga dapat meberikan keyakinan
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memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian organisasi dengan cara
memngkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, perumusan perbaikan rokemendasi
proses bisnis berikut hasil akhir (outpur), serta terjaganya kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak pthak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu
kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya
pelaksanaan kebijakan.

Menurut Edwards ili dalam Winamo (2005:150) terdapat dua karakteristik
utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi™.

“Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dan
tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman
dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas™. (Winamo, 2005:150). Ukuran dasar
SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan
umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para
pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk
menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yvang kompleks dan
tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan
vang besar dalam penerapan peraturan.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan
kebijakan adalah fragmentasi. Edward 1II dalam Winarno (2005:155) menjelaskan
bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada

beberapa badan yang berbeda schingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya,
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semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin
berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Rollins & Lanza (2005: 68), menyatakan bahwa struktur organisasi yang
efektif memberikan penetapan tangung jawab untuk semua personil dalam organisasi,
jaminan pemisahan tugas yang dapat mencegah kerjasama dalam penyimpangan.
Struktur organisasi menegaskan area kunci otoritas dan tanggung jawab entitas.
Pemberian kuasa dan akuntabilitas berhubungan dengan cara dimana wewenang dan
tanggung jawab diserahkan dalam orgamisasi. Tidak ada pemberian kuasa atau
akuntabilitas tanpa adanya suatu bentuk pelaporan. Oleh karena itu, garis pelaporan
vang tepat periu ditentukan. Struktur organisasi dapat meliputi unit intermnal yang
independen,dan pelaporan langsung pada otoritas tertinggi dalam organisasi

(INTOSAIL2004:20).
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BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penehtian vang telah diuraikan pada bab sebelumnya
peneliti dapat memben simpulan bahwa implementast kebijakan sistem pengendalian
mtern di KPKNL Pangkalan Bun belum efektif terlaksana dengan maksimal namun
secara keseluruhan cukup baik. Implementast sisitem pengendalian intern di KPKNL
Pangkalan Bun berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward 111 dapat
diketahui sebagai berkut:

1.  Komukasi. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
sebagaian besar informan belum pernah memperoleh sosialisasi yang utuh dan
belum mengetahui dengan tepat maksud dan tujuan kebijakan tentang sistem
pengendalian intern. Pada sisi lain proses koordinasi belum dilakukan secara
konsisten. Dengan demikian secara umum faktor komunikasi terkait sistem
pengendalian intern di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Pangkalan Bun masih kurang.

)

Sumberdaya. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar informan menyatakan jumlah staf yang kompeten dan kapabel
perlu ditambah, pola mutasi pegawai perlu diperhatikan, pemahaman

implementator pengendalian intern perlu ditingkatkan, dan demikian juga
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dengan sarana dan prasarana berupa komputer perlu ditambah serta aplikasi-
aplikasi dalam mendukung kerja tidak bermasalah dan siap dipakai untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan pengendalian ntern.

3. Dusposisi/kecenderungan-kecenderung /sikap. Berdasarkan data vang diperoleh
dapat disimpulkan bahwa masih adanva indikasi sikap belum “wellcome™
terhadap implementasi pengendalian mtern. Anggapan pengendalian mntern
merupakan tugas tambahan yang membebani dan kurang penting bagi sebagian
pegawai. Pengaruh Budaya Birokrasi “ewuh-pakewuh” juga menjadikan Sistem
Pengendalian Intern dalain lingkungan birokrast tidak efektif

4. Struktur birokrasi. Berdasarkan data vang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
sebagaian besar informan menyatakan struktur birokrasi di DJKN termasuk di
KPKNL Pangkalan Bun sebagai “emerging organization™ dengan proses bisnis
organisasi yang multitasking skill/spesialisasi, kurang mendukung implementasi
pengendalian intem karena tidak adanya saling control terutama seksi
teknisnya. Selain itu keberadaan seksi Kepatuhan Internal dengan jumilah
pegawai vang terbatas dan masih merangkap jabatan berdampak dapat
menimbulkan konflik kepentingan (conflict of inferest) sehingga melemahkan

fungsi kepatuhan internal itu sendir.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas maka peneliti dapat
membenkan beberapa saran agar implementasi sistem pengendalian intern di KPKNL
Pangkalan Bun dapat efektif dilaksanakan, sebagaimana berikut:

1. Bagi Kantor Pusat DJKN, diharapkan dapat menyelenggarakan lebih banyak
pelatihan/pendidikan dan latihan (diklat) atau sosialisasi tentang sistem
pengendalian intern ke daerah khususnva terhadap seluruh pegawai KPKNL
Pangkalan Bun mengingat selama im sosialisasi dan pelatihan tentang sistem
pengendalian intern bagi pejabat dan pegawai masih sedikit.

2. Bagi Pimpinan Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah diharapkan mempunyai
lebih konsensus tentang pentingnya sistem pengendalian intern, dan sering
melakukan bimbingan serta pembinaan melalu sosialiasasi yang rutin tentang
implementasi kebijakan sistem pengendalian intern khususnya kepada KPKNL
Pangkalan Bun.

3. Bagi pimpinan dan pegawai KPKNL Pangkalan Bun, diharapkan seluruh jajaran
mempunyai konsensus tentang pentingnya kebijakan sistem pengendalian intern
dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan sistem pengendalian intern di
lingkungan KPKNL Pangkalan Bun sesuai ketentuan yang berlaku, meminta
tambahan pegawai yang kompeten dan kapabel ke kepegawaian DJKN yang
berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN maupun dari penerimaan
sarjana, melakukan sosialisasi secara rufin kepada seluruh pegawai, dan terus

menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan pada aktifitas kesehanan.
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Pimpinan KPKNL Pangkalan Bun juga diharapkan lebih peka terhadap pekerjaan
di seksi dibawahnya terutama seksi teknis mengingat sifat struktur organisasi
yang multi fungsi.

4. Bagi Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Kepatuhan Internal terus menerus secara
rutin  mengadakan sosialisasi  atau  sharing knowledge tentang sistem
pengendalian mtern dan pentingnya kebijakan tersebut kepada pejabat dan
pegawai KPKNL Pangkalan Bun. Seksi Kepatuhan Intermal di KPKNL
Pangkalan Bun juga perlu diperkuat dengan jumlah pegawai yang ideal dan
pelatihan-pelatihan yang meningkatkan integritas agar UKI tidak hanya berfungsi
preventif dan reaktif saja, namun juga dapat memberikan keyakinan memadai
(reasonable assurance) terhadap pencapaian organisasi dengan cara
meningkatkan efektifitas dan cfisiensi operasi, perumusan perbaikan
rokemendasi proses bisnis berikut hasil akhir (output), serta terjaganya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara disusun sebagai panduan/pedoman untuk membertkan
kemudahan bag: penulis dalam mengumpulkan data dan informan. Pedoman
wawancara memberikan arah agar pertanyaan yang diajukan kepada informan tidak
menyimpang dari pokok bahasan penelitian. Adapun gambaran pedoman wawancara

tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pertanyaan-pertanyaan vang berhubugan dengan variabel mplementasi
kebijakan publik sistem pengendalian intern menurut teori implementasi George

C. Edward II1.

I. Menurut Bapak bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian
intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bun dilihat dan vanabel komunikasi?
a. Apakah Bapakmengetahui kebijakan SP1? Fokus kebijakan SP1?
b. Apakah Bapakmengerti maksud dan tujuan kebijakan serta fokus utama

kebijakan SPI? jelaskan
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¢. Apakahmenurut Bapak terdapat koordinasi yang baik antar pelaksana

kebijakan? Jelaskan?

%]

. Menurut Bapak bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendahlian
intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bun dilihat dari variabel sumber daya?
a. sumber daya manusia mencukupi dan kompeten?
b. Pengetahuan Implementator?

¢. Sarana dan Prasarana?

3. Menurut Bapak bagaimana mmplementasi kebijakan sistem pengendahian
intem  (SPl) di  KPKNL Pangkalan Bun dilihat dari vanabel
disposisi/kecenderungan/sikap?

a. Preferensi nilat yang dimiliki oleh implementator?
b. Kesediaan untuk melaksanakan kebijakan?

¢. Dukungan terhadap kebijakan?

4. Menurut Bapak bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian
intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bun dilihat dart variabel struktur birokrast?
a. Adanya tata aliran pekerjaan?
b. Koordinasi yang baik dalam organisasi dan diluar organisasi?

c. Kejelasan aturan dalam organisasi?

S. Pertanyaan lain yang berhubungan dengan implemtasi kebijakan sistem

pengendahan intern di KPKNL Pangkalan Bun?
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a. Kendala-kendala yang menghambat pengendalian?

b. Kasus-kasus yang terjadi hubungannya dengan pengendalian intern?

Demikian pedoman wawancara ini disusun sebagai acuan dalam mendapatkan

data dan informan.

Pangkalan Bun, Apnil 2016

Peneliti,

Totok Hartanto
NIM 500644986
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Lampiran 2: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
(Tanggal 29 Maret 2016, jam 17.00 di Kanwil DJKN Kalmatan Selatan dan Tengah)

1. Apakah Bapak mengetahui kebijakan sistem pengendalian intern?

Pengendatian intemal merupakan hal yang sangat penting pertama sebagai
antisipast munculnya permasalahan-permasalahan yang besar khususnya di
kementrian keuangan. Sudah ada PMK tentang sistem pengendalian intern dan rtu
sangat penting di DJKN. Penerapan sistem pengendalian intern di DJKN,
KANWIL, apalagi di KPKNL berhubungan dengan pengguna jasa sangat penting

tentunya. Sosialisasi telah dilaksanakan oleh DJKN dan Irjen.

Sistem pengendalian intern adalah jantungnya dan proses pengawasan yang ada,
sistem pengendalian intern sangat penting terhadap potensi-potensi permasalahan
yang mungkin terjadi dalam proses jalannya pelayanan di kantor. Jadi
Implementasi kebijakan PP no 60 tahun 2008 ini sudah dilakukan di DJKN dan
wajib sifatnya di kantor KPKNL Pangkalan Bun dan berikut turunannya dan PP
tersebut, ada PMK dan per dirjen. Ada kewapban bagi kita untuk melakukan
sistem pengendalian intern, namun demikian DJKN dan KPKNL punya tupoksi
yang banyak dan antara tugas satu dengan yang lainnya tidak bersinggungan maka
kantor pusat baré menerapkan pengendalian intemal terhadap beberapa pekerjaan.
Seperti pada kekayaan negara, vaitu utilisasi. Tahun 2016 di tambah pengendalian

intern tentang penilaian, kita sangat konsen terhadap pengendalian intern.
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2. Menurut Bapakapa yang menjadi fokus utama pengendalian?

Mengingat kebijakan implementasi PP 60 cukup baru belum semua kementrian
lembaga menerapkan. Kemenkeu sangat konsen. Di DJKN ada pengendalian
internal yang sifatnya bulanan, tnwulanan, semesteran, dan tahunan yang di
faporkan ke kantor pusat. Tahun 2015 terdapat 2 indikasi yang sifatnya resiko
ringan tapengendalian intern bila dibiarkan dapat menjadi hiar dan mengganggu
proses pelayanan. Disinya betapa pentingnya pengendalian infern dalam suatu

kantor.

Dulu pengendalian intern dilaksanakan oleh Ijen, dengan kendala biaya dan
sebagainya irjen seolah-olah memberikan delegasi kepada unit vertikal, dilapangan
agar melakukan sendin pengendalian intern. pengendalian intern sebagai
perpanjangan fangan dan Irjen sebenamya cukup baik dan bisa terdeteksi lebih
dim permasalahannya. Lebih baik pekerjaan kita bisa terdeteksi dengan staf
pengendali di kantor dani pada ditemukan oleh auditor yang lebih tinggi lagi
misalnya BPK, kejaksaan, kepolisian, aparat auditor dan aparat hukum lainnya.
Namun kadang beberapa organisasi, bidang/seksi atau pegawai kita masih
memandang scbelah mata pengendalian intern, bahkan wuntuk melakukan
pengendalian intern tidak gampang disana timbul kecurigaan-kecurigaan,
resistensi, myang kalau tidak dilaksanakan dengan baik, pengendalian intern
menjadi permasalahan yang baru misalnya ada satu bidang atau seksi akan
dilakukan evaluast hasil produknya timbul kecungaan, maka perlu komunikasi

vang bagus dan dari pimpinan pengendalian internharus mendukung. Mau sebesar
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apapun komitmen dann bawahan kalau pimpinan tidak komitmen maka
pengendalian intem tidak jalan, mtinya Pengendalian intern membutuhkan
komitmen dari setiap tingkatan mulai dari pimpman sampai ke staf, selain 1tu
komunikasi antar bidang/ seksi juga harus dilakukan dengan baik, agar bisa
bersama-sama menemukan potensi resiko yang bisa menghambat di kemudian

hari.

Kebijakan sistem pengendalian intern sifatnya kompleks karena banyak faktor
vang diperhatikan atau yang menjadi indikatornya serta peraturan vang
mendukungnya juga sulit dipahami ketika membaca sendiri dan apabila tidak

mendapat pemahaman dan sosialisasi atau pelatihan

3. Menurut Bapak upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam pengendalian

internal agar menghasilkan hasil vang maximal?

a) Komitmen.
Komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan pengendalian intern sesuat
ketentuan yang berlaku.

b) Sosialisasi.
Secara berkala atau rutin perlu dilakukan sosialisasi pengendalian intern yang
berlaku. Tanamkan nilai-nilai kementnan keuangan

¢) Sharnng knowledge.
Saling bertukar informasi antar bidang dapat membantu suatu bidang berjalan

dengan aturan dan porsinya masing-masing. Sehingga semua pegawai
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mengetahui aturan main yang ada di kantor itu, sehingga potensi untuk

menyimpang dan ketentuan yang ada kecil.

Memang awalnya banyak ketidak relaan dan bidang dilakukan evaluasi kerjanya
oleh KI. Hal i1 wajar karena hal baru, tapi pengendalian intern setelah lama
disosialisaikan dan ditanamkan managemen resiko, diberikan betapa pentingnya
pengendalian intern, saya berkomitmen dan komitmen tersebut saya tularkan

kepada bidang-bidang dan sesekali lakukan komunikasi melalui rapat-rapat.

4. Apakah saran dan prasarana sudah mendukung kebiyakan sistem pengendahan

mtern?

Sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi sudah sangat memadai,
dengan di dukung semakin majunya teknologi.

Peran sumber daya manusia sangat penting dalam menjalankan peraturan-
peraturan tersebut, apabila terjadi konflik maka dapat dikomunikasikan serta

dilakukan evaluasi.

5. Hal-hal apa yang menghambat pengendalian ntern?

a. Anggapan bahwasanya pengendalian internal tidak ada manfaatnya.

b. Adanya beberapa pegawai yang karena kurangnya tingkat memahami
managemen resiko. Managemen resiko gampang-gampang susah tidak semua
orang bisa dan kalau pegawai tidak mau belajar tetang managemen resiko atau
berusaha memahaminya ini menjadi hambatan juga
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¢. Pegawai tidak wellcome terhadap pengendalian internal. Sikap bidang/seksi
atau perorangan yang tidak mendukung pengendalian intern 1tu jadi ganjalaan
karena merasa terganggu, misalnya saja sesama satu level mengapa bisa
mengevaluasi. Kita harus bisa mengantisipasi dengan sharing knowledge,

sosialisast dan menanamkan nilai-nilai kementrian keuangan.

Bisa melaksanakan pengendalian intern kalau manajemen pengendalinya sendin
menguasai, kesadaran sudah tinggi, integritas tinggi, peraturan sudah ada

(lengkap), tinggal laksanakan saja.

Kesimpulan : jadi peraturan tentang sistem pengendalian mtern sudah cukup
bagus, tinggal pelaksanaan di lapangan. Saat im sudah cukup jadi pedoman
pengendalian intern dan tinggal perlu meningkatkan kemampuan manajer

pengendalian.

Pangkalan Bun, April 2016

Peneliti,

Totok Hartanto
NIM 500644986
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TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA BIDANG HUKUM, INFORMASI DAN KEPATUHAN INTERNAL
KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
(Tanggal 29 Maret 20016 jam 16.00 WITA)

5. Apakah Bapak mengetahui kebijakan pengendalian intern?
- Pemnah dapat sosialisasi
2. Apakah Bapak pernah mensosiahisasikan ke KPKNL Pangkalan Bun?

- Belum pemah. Tapi pernah melakukan pembinaan kepada staff K1 saja.
Belum pernah melakukan sosialisasi PP 60 tahun 2008 ke KPKNL Pangkalan
Bun

3. Menurut Bapak penting gak sistem pengendalian internal ini dalam organisasi
maupun di KPKNL Pangkalan Bun sebagai kantor operasional?

- Yaa sangat penting.
4. Maksud dan tujuan dilakukan SPI ini Pak?

- Untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi kalu menurut saya dalam
pelaksanaannya sekarang masih belum maksimal. kebijakan tentang SDM
yang di tempatkan di seksi/ bidang masih tidak sesuai. Dari segi sistem
peraturannya belum maksimal. SOP mengenai evaluasi PI gak ada atau
belum ada. Contohnya LHPPU masih terbatas, menurut saya belum maksimal.
LHPPU yang hanya layanan unggulan bagus tap: dan capaian organisasi tidak
terlihat. Di PN tidak ada peraturan (evaluasi terpisah tidak termasuk dalam
pengendalian).

Kemudian salah satu yang perlu di tingkatkan lagi tentang kewenangan K1 tni1.
untuk bidang KI ini kan tidak ada wewenang untuk memberikan semacam
saksi misalnyan kalau ada unit-umt yang dipantaw/ pegawai ditemukan
melanggar oleh KI, otomatis KI belum diberi wewenang untuk memberikan
saksi. Kalau di beri wewenang seharusnya KI ini bisa menjalankan tugasnya
dengan baik agar organisasi juga berjalan dengan baik, bisa memberikan
pelayanan yang baik, dan juga kedisiplinan terhadap pelanggaran-pelanggaran
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juga tidak sampai terjadi. Yaa mungkin perlu bertahap ya untuk mencapai itu.
banyak yang periu ditingkatkan lagi.

KI int kan semacam yang menjaga agar tidak keluar dar rel-nya. Tidak ada
(minim) pelanggaran.

5. Sekarang mm kan peran Kl sifatnya hanya memeriksa atribut saja, bagaimana
menurut Pak Priyo apakah Kl cukup memeriksa atribut saja, padahal fungsi KI
adalah menjaga agar tidak sampai keluar jalur terlalu jauh? Selain itu KI
memeriksanya pada saat setelah dilaksanakan suatu pekerjaan bukan pada saat
pelaksanaannya, bagaimana menurut Bapak?

- Yaa belum cukup. Contochnya saja terkait dengan penyalahgunaan atau
penyelewengan. Bila terjadi korupsi pada suatu kantor berarti KI tidak
bertanggung jawab padahal KI seharusnya menjaga, dan bagaimanapun juga
yang di tanya pasti KI nya. Seharusnya KI juga bertanggung jawab bila terjadi
hal-hal tersebut, tap1 di KI sekarang int belum kuat, yang di periksa hanya
layanan unggulan saja, ya mengikuti SOP nya seperti itu adanya padahal
seharusnya peran Kl bisa lebih darni itu. Tapi berhubung belum ada petunjuk
untuk melakukan hal-hal sepert itu ya mau bagaimana lagi.

6. Menurut Bapak apakah KI inmi bisa masuk ke substansi, tidak hanva memeriksa
atribut saja?

- Ya itu tadi karena belum ada payung hukumnya kalau kita lakukan malah
salah nanti jadi melampaui wewenang kita.

7. Apabila semisalnya kepala kantor melihat ada kemungkinan banyak terjadi
kesalahan misalnya di lelang banyak terjadi kesalahan di nisalah lelang,
kemudian minta tolong ke KI untuk masuk ke substansi. Apakah bisa menurut

Bapak?
- Ya bisa saja. Sebetulnya kan KI bukan cuma atribut saja bisa lebih dan 1tu.
8. Kalau seperti itu berarti KI jadi seperti irjen?
- Ya bisa seperti itu. ada lagi seharusnya KI juga bisa memantau pre atau
sebelum pelaksanaan kegiatan itu dilakukan, kalau selama imi kan KI

memeriksa pasca pekerjaan telah dilaksanakan udah sesuai belum dengan
peraturan-peraturan dan sebagainya.
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9. Kalau pre berarti termasuk ke pengendalian resiko Pak?

- Ya, contohnya saja seperti kegiatan-kegiatan yang rawan terjadi kesalahan, ya
mungkin ada hubungannya dengan pengendalian resiko itu ya, tapi kan juknis
di pengendalian internal ini kan gak ada ya dasarnya.
Intinya jangan sampai terjadi kesalahan, baik kesalahan administratif atau
kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, kan fungsi KI sebenernya itu.

10. Menurut Bapak apakah perlu pemantauan nya dibedakan, kalau yang terjadi
sekarang kan pemantauannya di semua kantor dani Aceh sampai Jayapura kan
sama karena rancangannya sudah ditentukan oleh pusat, padahal kan resiko tiap
kantor itu beda?

- Kalau menurut saya begini, mungkin wewenangnya di perluas atau
pelaksanaannya di perluas tidak sekedar masalah pelayanan unggulan, misalnya
di bagian umum dalam proses pengadaan yang di dalamnya terdapat pengelolaan
dana yang mempunyai resiko terjadinya fraud, scharusnya ada KI yang ikut
dalam proses pelaksanaan yang di harapkan ada juklak dan juknis dalam proses
pemantauan tersebut.

Tapi kalau KI tidak punya wewenang atau kewajiban untuk itu sepertinva KI
tidak masuk dalam pelaksanaan disitu karena tidak ada petunjuk dalam
melakukan hal tersebut.

Nah seharusnya mulai dari pra kegiatan pengadaan dilakukan misalnya mulai
dan pembentukan kepanitiaan Kl bisa ikut memantau.

11. Bagaimana dengan SDM dalam menjalankan SPI atau di seksi KI1?

- Ya perlu dipilih yang mengerti peraturan SOP pengendalian, karena kan tidak
semua orang mengerti hal tersebut.

12. Bagaimana menurut Pak Priyo mengenai pengendahan dari pimpinan ke staff
yang selama ini terjadi?

- Kalau di nilai ya 70 lah. Cukup bagus tapi tidak bagus sekali, masih banyak
yang perlu dt tingkatkan lagi.

13. Apa mungkin perlu lebih mensosialisasikan lagi tentang pengendalian im Pak?
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- Ya bisa juga, atau bisa jadi begimi umt-unit kerja atau pegawai belum
memahami SOP schingga tidak menganggap penting pengendalian ini.
Perhatian dari pimpinan juga sangat mempengaruhi, jadi pada saat forum atau
rapat-rapat pimpinan bisa memberikan semacam sosialisasi bisa juga dengan
cara seperti training kepada staff. Jadi sambil belajar bersama-sama terutama
tentang peraturan-peraturan harus sening di sosialisasikan sehingga semua
bidang/sekst mengerti apa maksud dan tujuan dari dibentuknya KlI, tidak
hanya berupaya menjalankan tugas-tugas atau data-data yang diminta saja
melainkan mengetahwi tujuan sebenarnya apa fungsi dari data-data vang
diserahkan tersebut.

Nah kenapa KIHI i selalu menekankan di setiap forum-forum yang ada,
karena sistem ini termasuk hal baru untuk kepatuhan internal nya itu, ada itu
pengendalian resiko dil makanya KI perlu agresif dalam sosisalisasi.

14. Bagaimana dengan aksestensi dan kantor pusat menurut Pak Priyo sudah cukup
atau masth kurang?

- Masi kurang yaa sosialisai dan kantor pusat, pernah di sisipkan dalam acara-
acara tertentu tapi isinya hanya begitu-begitu saja kurang detail. Misalnya
pengendalian utama dalam pengendalhian internal itu dulu saya dapat di
Denpasar ada acuan dari IRJEN ayo latthan membuat pengendalian internal.

15. Kalau staf-staf bagaimana?

- Nah itu dart pusat/IRJEN, sejauh ini yang saya rasakan pusat belum pemah
datang kesim untuk memberikan sosialisasi atau belum pernah ada juga
pemanggilan khusus staff ke kantor pusat untuk sosialisasi ini.

16. Menurut Pak Priyo bagaimana tentang SDM di KPKNL Pangkalan Bun?

- Kalau saya lihat sepintas secara kualitas sudah cukup bagus tapi secara
kuantitas jelas tidak memadai. Karena ada pejabat-pejabat tertentu yvang tidak
bisa di gantikan misalnya pejabat lelang, penilaian, juru sita (PN).
Kenyataannya sekarang ini kan dipaksakan untuk cukup dengan cara
merangkap pekerjaan. Di lihat saja dari seksi lelang misalnya pejabat lelang
yang murm ada di seksi lelang ada berapa? Kalau masih ada yang merangkap
berarti masi kurang memadai. Beban kerja lebih besar dan pada SDM yang
ada menyebabkan kesalahan-kesalahan yang terjadi berulang (misalnya
risalah lelang) itu dimaafkan dan di maklumi.
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17. Kemampuan SDM di KPKNL Pangkalan Bun maupun di sini, menurut Pak Priyo
sudah bisa melakukan pengendalian internal 1ni?

- Masth perlu ditingkatkan lagi. Masih ada beberapa orang yang tidak tertank
terhadap pekerjaan. Kalau di KANWIL pengendalian atau monitoring masih
ada SDM yang tidak sesuai dengan bidangnya.

18. Bagaimana sikap yang acuh dan staff apakah berpengaruh di kantor?
- Ya sikap acuh mempengaruhi kinerja.
19. Bagaimana sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pengendalian ini?
- Saya rasa sudah memadai. Dana juga cukup.
20. Berdasarkan struktur organisasi yang ada di KPKNL Pangkalan Bun, menurut
Pak Priyo apakah beban kepala kantor besar?
- Ya berat menurut saya, karena ada banyak bidang vang dibawahmya yang

tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

21. Menurut Bapak upaya apa yang bisa dilakukan kepala kantor agar pengendalian
internal in1 bisa berjalan maksimal?

- Kalau menurut saya mungkin bisa diadakan semacam rapat rutin atau lebih

sering mengadakan rapat yang dimana bisa membahas berbagai progress dan

setiap pekerjaan yang dilakukan, selain itu aktif menanyakan masalah-
masalah yang berpotensi atau yang penting.

Pangkalan Bun, Apnl 2016

Peneliti,

Totok Hartanto
NIM 500644986
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TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA KPKNL PANGKALAN BUN
(Tanggal 8 April 2016, jam 09.00 di KPKNL Pangkalan Bun)

1. Komunikasi
a. Apakah Bapak mengetahui kebijakan sistem pengendalian intern? Dan
apakah pegawai KPKNL Pangkalan Bun secara keseluruban pemah
mengikuti sosialisasi?
Jawab: ya saya mengetahui.

Untuk secara keseluruhan ada yang belum mengikuti.

b. Apakah Bapak mengerti maksud dan tujuan kebijakan serta fokus
kebijakan SP1?
Apakah pegawai memahami maksud dan tujuan SPI?
Jawab:
- Maksud dan tuyjuan SPI adalah agar kegiatan dapat efektif dan efesien,
hasil laporan keuangan yang handal dan pengamanan aset negara serta
taat kepada peraturan perundangan.

- Para pegawai sudah memahaminya.

¢. Apakah kebijakan SPI cukup kompleks untuk dipahami dan dilaksakan
bagi pegwai KPKNL P bun?

Jawab:
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Kegiatan SPI memang cukup kompleks untuk dipahami namun harus tetap

dilaksanakan untuk pencapaian tujuan organisasi

d. Apakah kebijakan Pengendalian Intern selalu ditekankan dalam
melaksanakan tugas:
Jawab:

Kebijakan pengendalian intern selalu ditekankan dalam pelaksanaan tugas

2. Sumber daya
a. Apakah SDM sudah cukup dan kompeten dalam melaksanakan kebijakan
SPI?
Jawab:
Sebagian besar sudah cukup kompeten namun adapula yang harus

dibimbing

b. Apakah pengetahuan pegawai terhadap kebijakan SPI sudah cukup?
Jawab:
Pengetahuan sebagai konsep sudah cukup, namun dalam aplikasi telah

dilaksanakan antara lain bekerja sesuaii dengan kode etik, SOP dll

c. Apakah sarana dan prasarana termasuk di sini ketersediaan anggaran

untuk mendukung pelaksanaan kebijakan SPI sdh cuku?

Jawab:
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Sarana dan prasarana dan ketersediaan anggaran sudah cukup mendukung

3. Sikap
a. Apakah preferensi nilai (anggapan) yang dimiliki pegawai terhadap
kebijakan SP1? Apakah welcome atau sebaliknya?
Jawab:

Kebijakan SPI sudah cukup welcome

b. Apakah pegawai bersedia melaksanakan kebijakan SPI? Masihkah ada
pegwai yang yang masih enggan?
Jawab:
Setiap pegawai bersedia melaksanakan kebijakan SPI walopun tetap ada

bimbingan

¢. Apakah sebagian besar pegawai mendukung kebijkan SPI, sehingga SPI
berjalan baik?
Jawab:

Sebagian besar pegawai mendukung kebijakan SPI

4. Struktur organisasi
a. Apakah tata aliran kegiatan dan pelaksanaan program di KPKNL berjalan
sesuai yang diharapkan? Bagaimana dengan struktur organisasi KPKNL

yang terdiri dan berbagai seksi yang hampir berbeda tugas?
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Jawab: tata aliran kegiatan dan pelaksanaan program masi dapat berjalan
sesual dengan diharapakan namun karena struktur organisasi yang
kompleks membuat pengendalian terasa berat

b. Dengan struktur orgamsasi yg demikian rupa, apakah koordinasi dalam
organisasi dan luar organisasi dapat berjalan dengan baik?
Jawab:

Hingga saat ini koordinasi intern dan ekstern masi dapat berjalan

c. Apakah kejelasan aturan dalam organisasi telah mendukung
tugas/pekenaan dan juga mendukung kebijakan SPI?
Jawab:
Kejelasan aturan dalam organisasi seperti kode etik, budaya kerja dan SOP

serta urjab mendukung kebijakan SPI

Pangkalan Bun,  April 2016

Peneliti,

Totok Hartanto
NIM 500644986
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA DENGAN
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
(Tanggal 22 Maret 2016 jam 10.00 di KPKNL Pangkalan Bun)

1. Apakah Pak Amri permnah mendapatkan atau mengetahw tentang sistem
pengendahan intern dalam bentuk sosialisasi atau workshop?

- Belum pernah mendapat sosialisasi atau workshop

2. Pemah mendengar tentang PP no 60 tahun 2008?

- Pemah sekilas saja

3. Oke walaupun belum pemah mendapat sosialisasi langsung, mungkin Bapak
permah mendengar sekilas tentang SPI, menurut Bapak SPI itu apa?

- Sistem pengendalian intem itu merupakan sebuah cara bagaimana sebuah
kegiatan itu yang ada dalam sebuah institusi atau organisasi itu bisa dilakukan
sesuai dengan peraturan yang ada kemudian dengan standar-standar pelayanan
yang ada yaitu harus dibuat aturan yang jelas bagaimana pelaksanaannya,
bagaimana kalau terjadi hal-hal diluar yang dikehendaki dan sebagainya

4. Menurut Pak Amri maksud dan tujuan PI itu apa?

- Maksudnya agar tyjuan-tujuan organisasi itu bisa dilaksanakan sebagai mana
mestinya, sesuai yang diharapkan supaya tidak tejadi penyimpangan, tidak
terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya

5. Menurut Pak Amri pegawat di seksi PKN ini sudah mengerti tentang Pl atan
tidak?

- Ya harusnya sudah mengerti baik itu mengenai kode etk kemudian SOP
setiap kegiatan

6. Menurut Pak Amri setiap peraturan ataun kebijakan yang sudah diatur it

sudah dilaksanakan oleh pegawai disini?
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- Sudah walaupun secara teori belum pernah mendapatkan tap1 secara
pelaksanaannya sudah dilakukan

7. Apakah menurut Pak Amri sumberdaya di PKN serta di kantor KPKNL it
sudah mampu menjalankan Pl in1?

- Mampu, sangat mampu

8. Kalau masalah kuantitas/jumlahnya ada cukup untuk menjalankan PI im?

- Kalau masalah jumlah saya rasa kurang, karna di PKN mi hanya ada 2
pelaksana, tapi denagan keterbatasan yang ada yaa masih bisa lah

9. Kalau masalah sarana dan prasarana di PKN serta d KPKNL?

- Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPl masth kurang ya, misalnya
seperti komputer masih kekurangan, kemudian dari sisi aplikast juga sering
bermasalah, itu kan bisa membuat pekerjaan terhambat, kaitannya kan kalau
pekerjaan terhambat berati SOP tidak berjalan, jadwal penyelesaian pasti akan
molor. Komputer yang kurang, listrik yang sering mati itu merupakan masalah
sarana dan prasarana yang kurang menurut saya.

10. Kalau masalah informasi?

- Kalau informasi saya rasa cukup saja

1. Alur permasalahan informasi di kantor imi bagaimana?

- Cukup, kan sudah ada aturan yang cukup jelas yang mengatur tentang alur
permasalahan terkait SPI ini, khusus di PKN ini saya rasa cukup

12. Masalah dana apa memadai?

- Iva cukup

13. Bagaimana menurut Pak Amri tentang sikap pegawai terhadap SPI1 ini apakah
mendukung?

- Mendukung dan mematuhi

14. Kebersediaannya bagaimana?
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- Ya jelas bersedia, kan sudah ada aturannya

15. Struktur birokrasi pengaturan SPI ini bagaimana di PKN dan KPKNL imi
sudah sesuai?

- Kalau struktur birokrasi di KPKNL int kan bidangnya heterogen ya hampir
antara seksi itu tidak ada kaitannya ya antara satu scksi dengan seksi lainnya
va, seksi yang tekmis maksudnya ya, kecuali seksi pendukung pasti terkait.
Kalu dibilang ada koordinasi atau tidak yaa jelas tidak ada koordinasi, apa
yvang mau dikoordinasikan kan tidak terkait. Masing-masing punya SOP vang
tidak ada kaitannya.

16. Ini terkait masalah bidang pekenaan yang heterogen tadi, sebagai pimpinan
atau kepala kantor disini harus mempunyai kemampuan atau ilmu yang
berbeda-beda baik itu lelang, PKN, PN, pentlaian, KI, HI, hubungannya
dengan SP! disini apakah menurut Pak Amn tingkat pengendalian kepala
kantor di stim menjadi terbebam tidak?

- Normalnya berat karena kita tidak punya core bismis yang pasti, core
bisnisnya masing-masing dan harus dipahami, secara beban berat mestipun
dalam kenyataannya dapat terlaksana dan tidak ada masalah yang berarti. Itu
mungkin beban kerja tidak terlalu besar seperti di kota besar (jawa).

17. Menurut Pak Amri apakah kepala kantor itu bisa mengendaliakan seluruhnya?
Seperti pada kasus yang terjadi PN bahwa pengendalian itu seolah-olah
berhenti dikepala seksi dan kepala kantor tidak bisa mendetekst hal tersebut?

- Seharusnya bisa. Tapi kepala kantor tidak bisa mengendalikan semuanya
seolah-olah pekerjaan yang diberikan kepada kepala va berarti tugas tersebut
sudah selesai atau terlaksana.

18. Berhubungan denga lingungkan pengendalian, integritas, etika pegawai,
apakah sudah pernah disampatkan?

- ya sudah dilakukan, setiap bulan dilakukan morning call. Sering kal
pimpinan menyampaikan hal tersebut terkait implementasinya pegawat
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macam-macam, ada yang melaksanakan betul-betul adapula yang tidak
melaksanakan, tapi yang tekun juga ada.

19. Kesadaran pimpinan umt kerja atas pengendalian dan gaya operasi yang
dimiliki oleh pimpinan unit kerja?

- Belum sepenuhnya, contohnya dan hasil temuan irjen masih banyak masalah,
jadi kepala kantor belum bisa mengendalikan keseluran, masih sebahagian.
Berarti disini pimpinan harus lebih peka terkait dengan pekerjaan-pekerjaan
seksi-seksi dibawahnya. Untuk scksi-seksi tekmis perhatian atan
pengendaliannya harus dilebihkan.

20. Apakah kepala kantor dalam melaksanakan pekerjaannya melakukan
Pertimbangan restko?

- lya

21. Apakah pengendalian mtern ditekankan oleh kepala kantor atau tidak?

- Ya waktu di rapat dan morning call, namun dalam keschariannya masih
kurang, mungkin karena beban kerjanya yang tidak terlalu besar jadi kurang
mendapat perhatian/ disepelekan.

22. Apa masalah keluhankeluhan yang datang dari pegawai mengenai pekerjaan
di tanggapi tidak?

- Yakan kita ini yuga minim sarana itu sudah di sampaikan ke kantor pusat tapi

ada yang belum dipenuhi. Kalu masalah pekerjaan minim hampir tidak ada
keluhan lah.

9]
‘9

. Komitmen terhadap kompetensi bagaimana di kantor im?

Kalau komitmen ya komitmen lah, setiap diadakan diklat-diklat dan kantor
pusat, kita selau bersedia, tinggal nunggu di panggil atau tidak. Ada juga
pegawai yang menempuh pendidikan baik itu D4, S1,S2, ada yang beasiswa
maupun mandiri itu ya di fasilitasi lah.

24 Tentang struktur organisasi, apakah pegawai sudah melakukan tanggung

jawabnya apa belum?
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- Kalau di PKN sudah yaa

25. Jumlah pegawai bagaimana apa sudah mencukupi atau belum?

- Masi kurang, dengan beban kerja pada saat rekonsiliasi yang menapai 223
satker, yang aktif 123 satker, pelaksana yang ada di PKN hanya 2 orang.

26. Apakah ada mekanisme yang jelas bila terjadi suatu perubahan, misalnya
apabila ada isu-isu yang berkaitan dengan perubahan?

- Tidak ada

27. Kalau antisipasi bila ada perubahan kira-kira pegawai siap atau tidak?

- Ya antara siap dan tidak, kalau kita kan tergantung pusat. Contohnya saja
pada pelaksanaan rekon, pas diadakan rekon baru sistemnya di update, ada
aplikasi baru, ini kan merepotkan. Secara antisipasi ya gak ada, tapi karena mi
sudah sering terjadi jadi selalu ada perasaan jangan-jangan ini nanti di ganti
lagi.

28. Untuk pencapaian kerja di PKN selama ini bagaimana? Serta laporan-laporan
apakah selesai tepat waktu?

- Ya selalu tercapai. Laporan juga tepat waktu.

29. Evaluasi [KU bagaimana?

- lya sudah juga, selalu ada.

30. Ada perhatian khusus tidak terhadap pemisahan tugas yang mungkin terjads
misalnya ada yang merangkap kerja apakah mungkin bisa terjadi froud?

- Ho iya mungkin saja. Tapt di seksi im tidak ada, kalau di kantor ada.
Misalnya seperti PKN dan penilaian timnya jadi satu maksudnya tim penilaian
mengambil orang dan PKN. Seharusnya secara etika tidak boleh terjadi hal
seperti itu, tapi kenyataanya masi ada.

31. Masalah aplikasi sudah mendukung atau tidak?

- Sudah cukup mendukung

32. Aksesnya dibatasi tidak? Apakah orang luar bisa meng akses?
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- Tidak dibatasi untuk pegawai kapanpun bisa meng akses, tapi orang luar tidak
bisa meng akses kan ada password masing-masing.

33. Autorisasi misalnya paraf apa minta ijin kepada kepala sekst terlebih dahulu?

- lIya tentu saja.

34. Dokumentasi sudah lengkap ya? Sudah di atur ya?

- Sudah

35. Informasi yang dibutuhkan sudah tersedia tepat waktu secara cepat, akurat dan
tepat kepada pithak yang membutuhkan?

- Sudah

36. Data back up?

- lva di back up

37. Apakah ada saluran komunikasi bilamana ada laporan yang negatif dari
pegawai?

- Ada. Bisa di laporkan langsung atau via email ke KI

38. Berarti sudah ada peraturannya ya Pak?

- lyaada

39. Kalau perlindungan terkait misalnya ada pegawai yang mengadukan atau
menyampaikan keluhan adanya penyimpangan yang terjadi di kantor tersebut,
kira-kira dilindung atau tidak?

- Nabh ini berat bisa jadi iya, bisa jadi tidak.

40. Tapi secara mekanisme dilindungi ya?

- Waaa secara mekanisme saya malah tidak tahu, tapi seharusnya ada ya.
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41. Adakah alat komunikasi vang efektif untuk menyampaikan informasi ke
seluruh pegawai?

- Ada. Yaa seperti morning call itu kan efektif, langsung pada saat itu juga
semua pegawai mengetahui. Atau kalau ada sosialisasi terkait masalah
tertentu, atau pada saat sharing knowledge, atau saat sosialisast ke satker, kan
dari intern bole saja ikut.

42 Apakah ada prosedur yang mewajibkan pimpinnan untuk melakukan review
melaksanakan pengendalian?

- Tidak jelas ya biasanya yaa yang dan paraf-paraf autorisasi itu saja.

43. Kan ada SOP mengenai alur hal tersebut, kira-kira itu sudah sesuait belom?

- Hoo iya dan alur itu bisa.

44. Apakah bila terjadi pelanggaran-pelanggaran bisa terdeteksi dini? Misalnya
ada pekerjaan yang belum selesai atau ada maslah pelanggaran etika pegawai
bisa terdeteksi?

- Ya jelas bisa terdeksi.

Pangkalan Bun,  April 2016
Penelit,

Totok Hartanto
NIM 500644986
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TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA
(tanggal 21 Maret 2016 jam 10.00 di KPKNL Pangkalan Bun)

1. ApakahBapak permmah membaca PP 60 tahun 2008?

- belum pernah membaca Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang
sistem pengendalian Intern Pemerintah dan mendapat sosialisasi yang utuh
mengenai sistem pengendalian intern

2. Berhubungan dengan teori, Bapak belum pemah mendapat sosialisasi tentang
PP 60 ini tapi tentang pengendalian internal in1 Bapak pernah mendengar kan?

- lya pernah denger-denger saja, tapi belum pernah ada sosialisasi.

Kira-kira Bapak mengerti tidak maksud dan tujuan dari pengendalian intern
itu Pak?

ted

- lya itu dalam rangka pengendalian di kantor tujuannya supaya kantor itu
berjalan sesuai dengan mekanismenya, terus mungkin adanya pengawasan
dart kepala kantor agar kita bekerja sesuai dengan mekanisme dan SOP nya.
Jadi walaupun belom pernah mendapat sosialisasi tentang SPI tapi kita sudah
melakukan pengendalian itu, seperti etika.

4. Bagaimana dengan SDM di kantor ini Pak? Apakah SDM yang ada di PN ini
ataupun di kantor ini kira-kira cukup tidak untuk melakukan pengendalian
intern?

- Kalau masalah jumlah saya rasa kurang. Di PN it saja kekurangan orang,
apalagi di kantor. Contohnya saja juru sita di kantor ini kan tersebar di
beberapa seksi, bukan hanya di PN ini saja. Kalau mau disesuaikan dengan
SOP nya ya kurang, karena SDM yang terbatas di kantor ini.

5. Di kantor ini ada seksi KI kan Pak, salah satu tugasnya adalah mengenai
pengendalian internal itu, menurut Bapak cukup tidak seksi KI memantau di
seksi PN ini? karena yang saya tahu di seksi K1 ini untuk masalah PN ini tidak
ada pemantanan lanjutannya, jadi KI itu tidak memantau langsung kegiatan
yang ada di PN, cuma memantau pencapaian kinerja saja.
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- lya seharusnya seksi KI itu melakukan pengendalian di PN in1, tidak hanya di
lelang dan PKN saja. Seharusnya sebelum ada pemeriksaan irjen, seksi Kl
bisa memantau PN terlebih dahulu. Mungkin ini karena belum adanya akses
KI untuk bisa memantau PN. Seharusnya ada pemantavan di BKPN nya, jadi
temuan-temuan irjen itu bisa di mmmalisir, selain itu bisa juga terjadi froud
atau kesalahgunaan itu kemungkinannya besar juga, misalnya kenapa koq
tidak ada penyelesaian Surat Paksa. Ya yang utamanya itu agar tidak ada
temuan oleh pemeriksa itu. mungkin kalau KI bisa memonitor pengurusan
BKPN istu, kenapa koq belum selesai, tidak ada temuan oleh pemeriksa. PN
ini perlu juga adanya pengendalian dari K1

6. Petugas KI di kantor i1 cuma 1 Pak. Bagaimana?

- Yaitu lah harusnya SDM disini ditambah.

7. Sarana dan prasarana di kantor ini untuk melaksanakan SPI di seksi Bapak?

- Kalau sarana dan prasarana kantor saya rasa masth kurang, karena disini
kaitannya dengan dana juga. Untuk pencapaiannyanya disini kan tidak terlalu
banyak juga vya, tapi target dan umumnya juga begitu ya.

8. Kalau informasi mengenai masalah SPI itu cukup gak Pak?

- Cukup, disim saya cukup bisa melakukan pengendalian karena kita
berhadapan langsung dengan individunya.

9. Kira-kira upaya apa yang dapat di lakukan agar proses SPI im1 dapat berjalan?
- Ya scharusnya ada secmacam sistem yang bisa di pantau oleh kepala kantor,
atau bisa juga hasil dan KI disampaikan ke kepala kantor.
Untuk aplikasi SIMPLE dapat dipantau koq kerjaan yang sudah dilaksanakan,
ada update nya terus, yang penting kepala kantor harus sering juga memantau
aphkasi tersebut.

10. Kalau kemampuan sumberdaya manusia cukup gak Pak?

- Kalau kemampuan SDM disini mungkin ada vang perlu di upgrade ya. Kalau
secara global di kantor ini yaa bisa lah untuk melaksanakan SPI.
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11. Bagaimana sikap dari pegawai mengenai SPI?

- Saya rasa mendukung yaa. Kalau dia tidak mendukung kan berarti kena juga
nanti di SOP nya dia. Misalnya di lelang kalau pegawainya tidak mendukung
otomatis SOP dari lelang 1tu sendiri ada yang tidak sesuai. Jadi walupun rata-

rata mereka beluom mendapat sosialisai tap karena adanya SOP ini jadi ya
mereka melakasanakan sesuai dengan SOP nya.

12. Bagaimana dengan pimpinan atau kepala kantor?

- Ya pasti mendukung karena hubungannya dengan pencapaian kinerja kantor.
13. Tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program di kantor jalan tidak Pak?

- Jalan Pak

14. Komunikasi di dalam kantor dan di luar kantor?

- Komunikasi bagus saja.
15. Kejelasan aturan mengenai PN?

- Jelas saja sudah sesuai dengan di lapangan.

16. Biasanya KI melakukan evaluasi terhadap SPI setiap akhir tahun, menurut
Bapak itu objektif atau subjektif? Apa perlu KANWIL yang melakukan
evaluasi?

- Kalau menurut saya objektif, dan kantor im saja sudah cukup objektif karena
tiap han kan memantau langsung, jadi yang paling mengetahu1 permasalahan
ya dari kantor ini juga, kalau dari luar kan datangnya hanya beberapa kali, jadi
vang lebih efektif ya yang dari kantor ini.

17.KI kan di bawah kepala kantor Pak, menurut Bapak ada pengaruh gak atau
ada tekanan-tekanan dani kepala kantor mungkin?

- Rasanya gak ada ya, sama sesama kepala seksi juga gak ada tekanan-tekanan
itu yang penting kan objektifnya itu
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18. KI yang sudah berjalan slama 2 tahun disimi, dan hasilnya selalu bagus,
menurut Bapak datanya itu bisa diPakai ya?

- Iva bisa, kan yang paling mengetahui permasalahannya disini itu ya Kl itu.

19. Oke saya jelasin terlebih dahulu PP 60 ini tentang SPI pemerintah biasanva
tiap akhir tahun bagian Keptuhan Internal (Kljakan melakukan evaluasi
berupa kuisioner Menurut Bapak bagaimana integritas di kantor ini? etika nva
bagaimana? Apakah sudah baik? Apakah ada sosialisasi? Apakah pimpman
sudah memberi contoh?

- Saya rasa di kantor ini sudah baik.

20. Bagaimana kesadaran pimpinan terhadap SPI ini Pak?

- Kesadarannya sudah bagus dan sudah memberikan contoh yang bagus

21. Komitmen terhadap pemingkatan kompetensi pegawai Pak? Atau Apakah
sudah sesuai pekerjaan terhadap kompetensi pegawai disim?

- Kalau di PN ini pegawai yang di mutasi atau di rooling kesini kan sudah
sesuai dengan kriteria atau kompefensinya.

22, Struktur organisasi, aturan wewenang dan tanggung jawab. Struktur
organisasi di KPKNL Pangkalan Bun ini1 sudah sesuai?

- lya sudah cocok Pak. Strukturnya sudah sesuai demgan tupokst nya masin-
masing.

23. Pimpinan mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya?

- Ya sudah mengetahw, sudah sesuai juga dengan tugas, wewenang dan
tanggung jJawabnya, sudah oke lah.

24. Jumlah pegawainya cukup tidak Pak? Baik itu di PN ataupun di kantor mi?
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- Memang kalau di hhat dan sisi pekerjaannya itu masih kurang vyaa
pegawainya, di PN ini saya rasa masth kurang. Idealnya minimal staff itu ada
3 orang.

25. Masalah kebijakan dan praktek yang terkait dengan SDM? Pembinaan SDM?

- Kalau disini masalah peraturan-peraturan itu kita sosialisasikan atau di share
ke staff, apalagi kalau kita buka internet ada peraturan baru bisa langsung kita
diskusikan dengan teman-teman disini dan kita aplikasikan.

26. Apakah pimpinan kerja memberikan panduan dan pelatihan kepada pegawai
untuk memastikan kecepatan dan ketepatan pekeerjaan, untuk mengurang
kesalahpahaman serta mendorong tidak terjadinya pelanggaran?

- Kalau pimpinan kepala kantor sudah ada itu memben panduan tapi kalau
pelatihan belum yaa mungkin dengan diklat yaa itupun masi I pegawat va
yvang mendapat diklat tentang SPI in1 ya.

27. Kalau diklat apakah sesuai dengan kompetensi nya?

- lya sesuai Pak, kan sudah ada aplikasi untuk memilih diklat.

28. Apakah ada pemberian sanksi bila ada terjadi pelanggaran di sim?

- Dusini gak ada Pak

29. Apakah sasaran kerja apa telah disusun dan dikomunikasikan kepada seluruh
pegawai?

- Kalau sasaran kerja kita kan ada rencana kerga setiap tahun, sudah kita
sosialisasikan dan sudah sampai ke staff pelaksana.

30. Apakah ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan bereaksi
terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar
pada unit kerja? Contohnya mungkin adanya perubahan peraturan.

- Kalau mekanmisme mungkin ada ya di website DJKN terkait pelaksanaan

tugas, kalau ada peraturan baru seperti sekarang im ada peraturan PMK no 21
itu kan ada kaitannya dengan PSPDT, sckarang ada perubahan jadi kita
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antisipasi dulu PSDPT nya, mungkin dulu kebijakan regulasinya agak sulit,
sekarang regulasinya lebih dipermudah.

31. Jadi siap ya Pak kalau ada perubahan-perubahan yang mendadak?

- Siap

32. Identifikasi kinerja pegawai yang tercapai dengan kinerja yang direncanakan
apa dipantau Pak?

- lya dipantau melalmi IKU. Pencapaiannya kita patau, kalau disini setiap bulan
kita pantau, setiap per 3 bulan kita evaluasi

33. Apakah ada upaya yang dapat dilakukan bila tidak tercapai target yang di
tentukan?

- lya kita lakukan upaya-upaya misalnya bila belum tercapai PS nya dalam 3
bulan ini, maka kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan penyerah
piutang.

34. Tahun 2015 gimana Pak Apakah tercapai?

- 2015 alhamduhllah tercapai semua, malah melebihi target yang ada. Kalau
tahun 2016 ini masi kita hitung bagaimana pencapaian kinerja.

35. Apakah pimpinan telah memperhatikan pemisahan tugas Pak? Baik itu dan
antara pegawai maupun kepala seksi sudah sesuai dengan tanggung
jawabnya?

- Kalau dismi pembagian tugas memang sesual sama tanggung jawabnya,
masing-masing sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Tercermin dengan IKU.

36. Apakah ada aplikasi disini?

- Ada aplikasi SIMPLE yang ada di HI tapi dilibatkan PN juga, karena PN
selaku pengelolanya.

37. Berkas- berkas?

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 201

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42387 .pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

- Berkas-berkas juga gak ada, semua ada di HI. Sudah lengkap juga masuk d

SErver.

38. Jadi yang bisa mengakses SIMPLE cuma HI dan PN aja ya?
- lva

39. Masalah autorisasi atau persetujuan dari atasan, disini setiap ada kegiatan
yang penting itu ada autorisasi gak?

- Iya masih ada autonsasi, harus ada ijin atasan dulu, ada paraf.

40. Dokumentasi disusun tidak Pak?

- lya ada disusun.

41. Apakah informasi yang diperlukan dalam kerja pelaksanaan di PN imi ada
tersedia dengan tepat waktu, akurat dan sesuai, misalnya ada surat masuk,
Apakah cepat Bapak memperoleh informasi tersebut?

- Cepat saja bila ada informasi surat baik itu dan kantor pusat maupun dan
KANWIL, ada juga via email, biasanya malah lebih cepat via email itu ya.

42. Saluran komunikasi antara atasan dan staff bagaimana?

- Saluran komunikasi kalau dan staff ada masalah pasti bisa langsung di
sampaikan. Lancar-lancar saja.

43. Masalah perlindungan Pak? Bila ada laporan dan staff ada yang melaporkan
atasan kira-kira mungkin gak Pak?

- Kayaknya tidak mungkin ya. Paling ya di laporkan dengan sesama bidang ita
atau bidang yang menangani hal tersebut misalnya K1.

44. Apakah ada alat komunikasi yang efektif untuk menginformasikan hal penting
pada semua pegawai Pak?

- Kalau mau cepet bisa menggunakan telpon, email atau sosial media.
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45. Apakah di kantor ini ada alat komunikasi efektif yang terbuka untuk
masyarakat atau desa?

- Ada mungkin bisa dengan web.

46. Apakah kepala kantor pernah secara langsung me review sistem pengendalian
Pak?

- Yaa memang kepala kantor yang selalu me review semua kegiatan yang kita
lakukan, melalui laporan-laporan ya

47. Apakah pernah dalam rapat-rapat kepala kantor membicarakan mengenai
pengendalian seksi PN? Misalnya ada SOP nya yang tidak terlaksana?

- Kalau selama i kayaknya belum permah ya, kalau secara khusus belum,
paling hanya secara umum saja tentang pelaksanaan tugas saja tidak khusus
tentang pengendalian.

48. Kalau ada masalah-maslah di PN bagaimana Pak?
- Biasanya kita rapatkan secara intern di seksi dulu.

49. Ini masalah kasus temuan irfjen itu masalahnya apa ya Pak koq bisa sampai
tidak terpantau oleh kepala kantor?

- Kalau yang kemaren itu masalahnya kan ada banyak pengembalian BKPN,
nah pengembalian BKPN itu ada juga masalah tingkat pengurusan, itu kan
dulu saya memang tidak tau mekanismenya. Mestinya kan harus dipantau
dulu, nah kepala seksi yang dahulu saya tidak tahu apakah beliau sudah sesuai
dengan SOP atau belum. Pengembahan-pengendalian itu kan ada jadwal batas
waktunya kalau sudah dinyatakan........

Jadi kemaren temuannya sudah lewat batas waktu tapi tidak dikembalikan
tanpa alasan, saya tidak tahu apakah itu sudah di kembalikan atau belum.

50. Jadi kepala kantor tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa memantau atau
bagaimana?

- Sebenamya kan itu kepala seksi nya itu yang harus melapor, tidak ada sarana
dan kepala kantor untuk memantau.
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D1 laporan bulanan itu tidak kelihatan.
51. Menurut Bapakapa yang salah, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu?

- Yang salah mungkin mekanisme pemantauannya, seharusnya tiap bulan selalu
melaporkan, kalau disini kan ada rekap daftar debitur, mungkin itu yang harus
dilaporkan. Tapi agak susah juga ya karena di situ ada tanggal vang harus
diterbitkan itu kan biasanya di Paksa tanggal tertentu harus diterbitkan,
scharusnya kan tanggal yang tercantum itu sudah harus dilaporkan. Kalau
pengembalian ke KPN itu harus ditingkatkan lag: kepala seksinya kan sudah
ada SOP-SOP nya.

. Berarti disitu peran utamanya ada di kepala seksi ya Pak? Kepala kantor
kurang bisa memantau ya Pak?

W
[

- lya karena kalau di PN yang dipantau kan bukan BKPN, beda dengan seksi
lain misalnya kalau di penilman itu kan bisa dipantau seckian dan bisa
dilaporkan kalau pekemjaan itu sudah selesai. Kalau im1 kan berlanjut
sebenemya, jadi pengendalian dan tanggung jawabnya itu ada di kepala seksi,
Jadi kalau kepala seksinya tidak memantau ya sudah.

53. Jadi kemaren yang banyak temuan itu pengembalian BKPN dan tingkat
pengurusan yaa Pak? Tingkat pengurusan disini apa maksudnya ya Pak?

- Maksudnya keterlambatan waktu proses pengurusannya, SP belum
disampaikan, tapi itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat
pengurusan, itu tergantung dana kantor kita, karena penyampaian surat paksa
ndak bisa dikirim, karena itu harus juru sita yang menyampaikan langsung.
Kalau masalah BKPN itu memang sudah disediakan dananya, tapi itu kan
masalahnya ada dikepala seksi yang lama jadi saya tidak tahu kenapa bisa
sampai terlambat padahal dana ada, maka dan itu peran kepala seksi besar.

Pangkalan Bun, Apnl 2016

Peneliti,

Totok Hartanto
NIM 500644986
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TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA SEKSI LELANG
(Tanggal 24 Maret 2016 jam 16.00 di KPKNL Pangkalan Bun)

1. Apakah Pak Wasis pernah mendapatkan atau mengetahui tentang sistem
pengendalian mtern dalam bentuk sosialisast atau workshop?

- lya pernah, di mternal kantor melalwi sharing knowledge oleh kepala kantor
dan kepala seksi kepatuhan internal

S

Apakah Bapak pernah mengetahui PP no 60 tahun 2008?

- Kalau membaca langsung belum pemmah pak, point-pointnya saja yang
diketahui

3. Apakah Bapak mengetahui maksud dan tujuan dani kebijakan pengendalian
intern tersebut?

- Untuk memberika early warning system terhadap kegiatan yang kita
laksanakan. Pengendali level tingkat 1, jadi sedan awal kita mengetahm
apakah pekerjaan kita telah dilaksanakan denhan baik dan benar, sesuai
dengan aturan atau belum. Kemudian meminimalisicr resiko sehingga
pekerjaan kita tidak memberikan resiko negatif bagi kantor .

4. Menurut Bapak apakah di kantor ini sudah dilaksanakan secara konsisten atau
tidak?

- Kalau saya dan seksi lelang, masalah kita adalah nsalah lelang vang
merupakan masalah teknis dan memerlukan ketelitian dan kecermatan
terhadap dokumen yang jumlahnya cukup banyak sehingga dengan SPI mi
sangat membantu bagi kami terutama untuk meminimalisir produk nsalah
lelang vang sering terdapat kesalahan, selain itu juga terhadap alur kenja dan
SOP yang sesuai dengan kementrian dan irjen, sehingga sistem pengendalian
im sangat bermanfaat bagi kami
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5. Apakah menurut Bapak sumberdaya manusia disini sudah mampu untuk
melaksanakan sistem pengendalian intern baik itu di lelang maupun secara
keseluruhan di kantor KPKNL?

- Kalau tahun 2015, kami masih merasakan adanya kekurangan karena seksi
lelang itu ada 3 hal utama pekerjaan vyaitu: melaksanakan lelang,
menatausahakan laporan-laporan lelang, dan mengadministrasikan dokumen
risalah lelang dan salinan-salianan. Kemudian untuk tahun 2016 kita
mendapapat satu tambahan staff sehingga untuk pengendalian internal i
sumberdayanya disiapkan untuk mensupport berjalannya pengendalian
internal terutama mengenai kelengkapan dokumen dan syarat-syarat
pengendalian internal

6. Berarti sebelumnya sumberdaya manusianya kurang, dan sekarang sudah
mencukupi?

- Iva, sebelumnya kam memberikan masukan kepada kepala kantor bahwa di
seksi i1 kan merupakan pertahanan pertama, jadi kalau dan sekst nya kurang
memihiki sumberdaya atau tidak di dukung dengan semberdaya maka untuk
pertahanan pertama sudah langsung jebol/kedodoran maka umtuk pertahanan
selanjutnya akan lebih sulit lagi.

7. Berarti dengan adanya tambahan staff di tahun ini harapan nya bisa lebih
terkendali dan bisa melakukan tugasnya?

- lIva

8. Sebelum adanya penambahan sumberdaya manusia disimi berarti terkendala
sistem pengendalian internal m?

- lya

9. Masalah sumberdaya informasinya pak, informasi yang masuk dan mendukung
sistem pengendalian baik itu peraturan atau pen getahuan bisa langsung

update?
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- Beberapa kali kita menghadapi kendala misalnya risalah pasca lelang itu kan
volumenya banyak beberpa waktu lalu itu ada pembaharuan dan memang kita
mengalami keterlambatan update, namun han im sudah ada penyempurnaan
sehingga rekan-rekan bisa bekerja dengan jaringan internal jadi antara seksi
lelang dan scksi KI dapat saling membagi data, sharing aplikasi dan laporan.
Untuk tahun 2015 cukup baik, namun disempurnakan lagi di tahun 2016 m
sehingga untuk informasi yang tersedia itu kami rasakan mencukupi dan
memadat. Sehingga apabila ada mmformasi baru terkait dengan SOP dan sistem
pengendalian i dapat kita update dalam waktu yang relatif cepat. kemudian
ada juga rekan-rekan disini menggunakan sarana media sosial terutama untuk
informasi antar KPKNL dan juga dengan KANWIL.

10. Kalau dari segi kemampuan, sumberdaya manusia disini baik di seksi lelang
maupun secara global dalam melaksanakan SOP?

- Kalau kemampuan saya rasa sudah memadat , mungkin untuk penyempurnaan
saja masalah laporan di intensifkan dan diaktifkan unfuk penggunaan jaringan,
agar lebih cepat sarana dan prasarana nya juga harus didukung.

11. Selanjutnya masalah disposisi/sikap, di lingkungan smi bagaimana sikap
pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas dan dalam sistem pengendalian,
apakah mereka mendukung atau misalnya kasi nya saja yang melaksanakan
sedangkan yang lain cuek atau tidak mengikuti prosedur untuk pengendalian?

- Jadi sistem pengendalian ini kan merupakan sarana atau alat yang bertujuan
memberikan servis atau pelayanan yang baik kepada stakeholder/ custumer ,
kalau SPI i tidak jalan pasti para pengguna jasa akan komplain, jadi saya
menimbulkan kesadaran kepada mereka bahwa pentingnya SPI ini untukan
kepuasan pelanggan, dengan dibertkan pengertian tersebut sikap dari mercka
adalah mendukung, jadi kita beri motivasi schingga para staff mendukung dan
menjalankan SOP dengan baik.

12. Adakah tata cara aliran pekerjaan disini yang tidak sesuai dengan sistem
pengendalian atau tidak sinkron dengan sistem pengendalian?

- Saya kira tidak ada, karena mereka semua mendukung jadi semua pekerjaan

yang di kerjakan staff akan naik ke kepala seksi dan naik lagi ke kepala
kantor.
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13. Dan SOP im kira-kira ada tidak yang tidak mendukung tata cara aliran
pekenjaan ini?

- Tidak ada

14. Dengan organisasi?

- Tidak ada juga karena sudah di dukung dengan sarana dan prasarana yang
baik

I5. Adakah aturan dalam bidang lelang yang mungkin belum ada yang dapat
menyebabkan pekerjaan im menjadi terhambat atau membuat terdinya
kesalahan dalam mengerjakan tugas, atau ada masukan?

- Peraturan ini kan sudah di atur, tapi memang kemarin ada bagian yang kurang
jelas terutama mengenai masalah batas waktu penyelesaian dokumen-
dokumen risalah lelang. Tapi setelah kita sampaikan ternyata orgamisasi
merespon.

Kesimpulannya sampai sekarang im di rasa aturannya sudah cukup jelas.

16. Membahas mengenai temuan irjen, ada beberapa temuan tentang
lelang Pertahanan pertama, dimana pengendahan itu cuma sampai kepala seksi
saja, berarti disini kepala kantor punya keterbatasan dalam memantauw/
mengendalikan pertahanan pertama tersebut, menurut Pak Wasis bagaimana?

- Pertama harus kita pahami dulu bahwa kepala kantor membawahi seksi yang
cukup banyak seperti lelang, piutang PKN dan pemilaian itu yang tekms
kemudian seksi pendukung yaitu umum, KI, HI. Berarti disini kepala kantor
memihki banyak tugas yang multi dimensi. Itu juga tidak terlepas dari
organisasi DJKN yang bisa dibilang gado-gado, jadi mau tidak mau kita
memang harus melapor kepada kepala kantor apa yang sudah kita kerjakan
sudah sesuai dengan SOP yang ada di seksi kita masing-masing. Atauu
mungkin begini bisa dengan memberdayakan sckretaris atau membuat
aplikasi yang memberikan informasi detail.
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17. Kalau pemantavan KI selama ini kan pasca kegiatan, bagaimana cara kepala
kantau memantau kegiatan yang berlangsung?

- Mungkin bisa dibuat tampilan progress dan setiap kegatan, itu kan bisa
membantu pimpinan mendeteksi pekerjaan-pekerjaan vang seharusnya sudah
dilaksanakan/dilaporkan, tetapi belom dilakukan/dilaporkan. Jadi dengan

timeline progress report kegiatan tersebut. Jadi itu saran saya untuk dibuat
progress report mulai dan awal perkerjaan itu,

18. Dikantor int kan ada seksi KI yang memantau pasca pelaksanaan pekerjaan,
dimana evaluasi tentang SPI im dilakukan setiap akhir tahun, beberapa tahun
int hasilnya efektif, tapi pemantauan KI disim kan sifatnya hanya atnbut,
bukan substansial. Bagaimana menurut Pak Wasis, apakah evaluasi tersebut
cukup objektif?

- Kalu memang aturannya dirancang seperti itu, maka bagus juga seperti itu.
Seperti lelang ini kan ada bagiannya juga dit KANWIL, jadi mercka itulah
yvang memberikan koreksi kepada kami nterhadap hal-hal yang bersifat
substansial terutama masalah nisalahh lelang, laporan-laporan yang bila ada
kesalahan. Bila ada yang masalah dengan atribut ada bidangnya sendiri, saya
rasa memang bagi-bagi tugas seperti itu. Jadi menurut saya sudah cukup, biar
tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, karma di KANWIL juga ada bidang
lelang.

19. Selama ini dari KANWIL dalam pemertksaan-pemeriksaan itu ada kontribusi
tidak ?

- Saya rasa ada, terutama dalam nisalah lelang dan laporan-laporan bila ada
yang salah selalu ada koreksi dari KANWIL dan itu sudah berlangsung.

20. Menurut Pak Wasis cukup KI saja yang melakukan evaluasi SPI, sudah cukup
objektif melakukan SPI di kantor?

- Iva
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21. Menurut Pak Wasis lingkungan pengendahan di kantor ini mendukung SPI?
Mulai dari integritas, nilai etika pegawai, prilaku pegawai?

- Cukup mendukung, terutama dari tingkat pimpinan, kepala seksi sampai ke
pelaksana menurut saya cukup kondusif untuk menjalankan SPI im1 karena

semua tmgkatan itu mulai dan pimpinan sampai ke pelaksana memahami
pentingnya SPI tersebut.

22. Kalau mengenai integritas, etika itu pernah di sosialisasikan tidak?

- Pemnah, dalam acara morning call, atau dalam kegiatan kesehanan

23. Penting tidak kompetensi setiap pegawai?

- Penting, karena dalam menjalan kan SPI mi perlu kemampuan pemahaman
terhadap hal tersebut, sehingga perlu kompetensi dan pegawai.

24. Apabila ada pegawai yang kemampuannya kurang, apakah mendapat perhatian
untuk peningkatan kompetensi nya itu?

- Iya diperhatikan. Setiap pelaksana kan tidak mungkin memiliki kompetensi
yang sama, bila ada surat diklat bisa kita berikan atau memalm sharing
knowledge. Kalau di seksi lelang ini kita memberikan pekerjaan sesuat
dengan porsinya. Kalau mungkin memiliki kemampuan lebih, kita benkan
porsi pekerjaan yang lebih.

25. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran mungkin ada pemberian sanksi tidak?

- Seharusnya diberikan, tapi selama i karena kita mengacu kepada ketentnan
yang ada maka belum ada pemberian sanksi, mungkin pelanggarannya yang
ringan-ringan jadi bisa diberikan pembinaan secara lisan

26. Tentang penilaian resiko Apakah sasaran unit kerja sudah di berikan secara
keseluruhan?

- Sudah
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27. Menurut Pak Wasis apakah ada mekanisme untuk mengatur perubahan yang
kemungkinan mengalami perubahan, menurut Pak Wasis dengan keadaan dan

kemampuan yang sckarang ini apakah mereka siap atau syok, kan ada rencana
reorganisasi?

- Sesuai dengan aturan kementrian keuangan, kan bisa kita komunikasikan dan
menckankan kepada semua muali dari eselonl 23,4 sampai ke pegawai
bahwa apabila sekarang bekerja di bidang lelang jangan mengarapkan besok
atau seterusnya berada di bidang lelang. Dengan begitu ya di paksa, siap gak
siap yaa harus siap, kalaupun ada yang tidak siap yaa harus distapkan.

28. Masalah kinerja, dengan Bapak yang sudah di sini selama 4 tahun berarti mulai
dart tahun 2012-2015 bagaimana kinerja lelang, apakah selalu mengalami
peningkatan, kalau target memang selalu meningkat ya, bagaimana dengan
pencapaian?

- Jadi kalau lelang itu kan transaksi jual beli yaa, antara penjual dan pembels,
nah posisi lelang dsini kan tidak menjual barang dan tidak membeli barang,
kita berada di tengah-tengah. Dengan kondisi seperti itu sangat sulit bagi kita
untuk memprediksikan setiap tahunnya hasil lelang akan meningkat. Dengan
demikian berarti lelang disini murni pelayanan beda dengan pajak, yg mana
disana berhubungan dengan proses pembangunan yang otomatis juga
targetnya selalu meningkat, logikanya pembanguan selalo meningkat maka
jumlah pajak juga semakin meningkat.

Kalau lelang ini memang sangat sulit di prediksi, trend nya bisa naik, bisa
turun setiap tahun, namun demikian hasil dr lelang im terus meningkat. Bila di
tank garis rata-ratanya akan selalu naik dan mencapai target.

29. Berapa kemaren target lelang tahun 2015?
- 5M..

30. Evaluasi terhadap pencapaian IKU?
- Sudah ada

31. Perlindungan bagi pegawai yang memberikan informasi yang negatif atan ada
temuan atau ada pegawai yang melihat ada kecurangan di seksi im atau di
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seksi lain, menurut Pak Wasis itu ada perlindungan atau tidak baik itu dan
seksi itu sendin atau dan seksi K17

- Kalau itu kita ngikuti ketentuan dan kantor pusat bahwa terhadap pegawai
yang memberikan informasi hal-hal yang negatif tapi untuk kepentingan
organisasii yang lebth bak akan diberikan perlindungan. Jadi kalau
informasinya benar, bisa diklarifikasi dan memang benar terjadi itu bisa dapat
perlindungan. Asal bukan orang sembarang ngomong saja, harus dibuktikan
juga kebenarannya, jangan sampai nantt terjadi keributan atau fitnah.

32. Menurut Pak Wasis apakah pimpinan kerja me-review pelaksanaan
pengendalian?
- lya mereview

33. Apabila ada rapat-rapat internal atau komumikasi atau pemantauan atau
mereview, ada ... 2

- lya. Kan fungsi kepala kantor kan memegang kendali dan mengendalikan
kantor terhadap semua kegiatan kantor, jadi menurut saya pengendalian mi
selalu dijalankan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

34. Menurut Pak Wasis kendala apa vang ada di seksi lelang sekarang?

- Kendala di lelang sekarang ini vang ada di era modern, kita banyak
menjalankan beberapa banyak aplikasi, dan mungkin kalau di masalah
pengendalian ini tidak ada masalah, tap1 kalau dan internal kita itu aphkasi
vang mau gak mau harus kita kegjakan yaitu meng-input semua kegiatan, jadi
kalau lelang itu ada aplikasi lelang by email, aplikasi laporan lelangdan
aphkasi untuk tayangan untuk lelang tertentu, nah masalahnya dengan
frekuensi lelang yang banyak ini mengurangi tingkat ketelitian, kendalanya ita
saja bila terkait dengan jumlah berkas yang harus kita selesatkan. Dengan
adanya sistem pengendalian itu kita dapat mengetahui hal-hal apa yang
kurang atau kesalahan-kesalahan apa yang kurang dalam pelaksanaan kerja
terutama lelang.

Kalau tentang peraturan ada beberapa yang teknis tapi itu bisa kita selessaikan
misalnya pengenai ketentuan penghapisan lelang itu kan sering mengalami
perubahan, kewenangan menerbitkan sk penjualan itu kadang diserahkan oleh

pengguna.
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Jadi yang pertama masalah volume pekerjaan, yang kedua itu terkait dengan
aturan-aturan yang menyangkut lelang tetapi secara tidak langsung yang
sesnai dengan juknis lelang.

35. Dan informasi kejadian-kejadian masalah lelang, perturan lelang ini masi
lemah, mungkin masih banyak peraturan-peraturan yang lama, padahal
sekarang uda tahun berapa, kejadian vang di denpasar dan kejadian
pengeluaran sekurity, bagaimana menurut Bapak?

- Kalau yang di denpasar itu yaa ttulah resiko pekerjaan, bahwa apa yang kita
nyatakan benar tapi orang dan instansi lain itu menyatakan itu tidak benar.
Karena peraturan yang lemah, belum seragam, belum pasti. Ketidakpastian itu
memberikan kekhawatiran kepada pejabat lelang. Yaa itu harus dikoreksi
uga.

JKz«lgla;lu sekurity paper kejadian tu kita ambil kesimpulan bahwa ternyata
aplikasi atau mekanisme sekurity paper vang dalam persediaan ftu,
sebenemya udah jelas mengenai persediaan, berarti harus di pertajam tentang
pengendahiannya itu apakah sudah benar dilakukan antara seksi lelang dan
kasubag umum. Kemudian kalau masalah kejahatan yangg dilakukan dengan
salah satu pegawai itu ya tanggung jawabnya sebagai person, kita sebagai
organisasi hanya bisa memagari supaya kejadian ini tidak terjadi atau tidak
terufang atau meminimalisir orang untuk melakukan hal tersebut.

Pangkalan Bun, April 2016

Peneliti,

Totok Hartant
NIM 500644986
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA
DENGAN KEPALA SUBBAG UMUM
(tanggal 24 Maret 2016 jam 10.00 di KPKNL Pangkalan Bun)

B. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubugan dengan variabel implementasi
kebijakan publik sistem pengendalian intem menurut teori implementasi

George C. Edward I11.

1. Menurut Pak Jamal bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian
mtern (SPI) dii KPKNL Pangkalan Bundilihat dan vanabel komunikasi?
a. Apakah Pak Jamalmengetahui kebijakan SPI?

belum pernah membaca Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008
tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah dan mendapat sosialisasi
vang utuh mengenai sistem pengendalian intern.

b. Apakah Pak Jamalmengerti maksud dan tujuan kebijakan serta fokus
utama kebijakan SPI?

Sava rasa maksud dan tujuan SPI klo gak salah tuk mencegah agar
pekerjaan kantor tidak melenceng keluar dar jalurnya atau pekerjan sesuai
dengan SOP dan tidak ada kesalahan yang fatal dalam melaksankan
pekerjaan.

Klo fokus utamanya mungkin ya. integntas, etika pegawai dan
pelaksanaan SOP. Mungkin itu. Klo pastinya kudu baca dulu.

Apakah pegawai di KPKNL Pangkalan Bun mengerti tentang
pengendahian intern Pak...?

Sava rasa pegawal juga belum banyak mengerti tentang apa itu
pengendalian intern itu sebenarmmya. Bagi mereka pengendalian infern
adalah apa yang dilakukan oleh seksi kepatuhan internal.

¢. Apakah menurut Pak Jamal ada koordinasi yang baik antar pelaksana

kebijakan?
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Menurut saya sifat kerja di DJKN yang heterogen kaya holding dan itu
tidak saling nyambung antar seksi, jadi koordinasi antar seksi yang beda
itu sedikit. Klo seksi pendukung seperti umum, KI dan HI lebih banyak.

2. Menurut Pak Jamal bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian
intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bundilihat dari variabel sumber daya?
a. sumber daya manusia mencukupi dan kompeten?

Klo masalah sumber daya manusia kita kurang, mas. karena masih ada
seksi yang pegawainya hanya satu. Dan dipelayanan seperti PKN kurang
juga khususnya waktu rekonsihiasi. PN juga kurang, karena mereka butuh
pegawal yang mengerti tentang komputer atau menajlankan aplikasi,
sedangka pegawai di PN kurang bisa menguasai aplikasi komputer.

b. Pengetahuan Implementator?

Menurut saya pengetahuan pegawai untuk menjalankan pengendalian
intern saya rasa cukup bisa, karena peraturan di DJKN saya rasa sudah
jelas dan banyak yang mendukung pengendalian mtem. Cuma kita belum
mengerti secara mendalam apa itu pengendalian intern yang sebenarnya.
Apa yang harus kita lakukan dalam pengendahan intern itu sesungguhnya.

c. Sarana dan Prasarana?

Klo sarana dan prasarana di KPKNL Pangkalan Bun sudah sangat
mendukung pelaksanaan kerja mas. kantor baru, mobil banyak, motor jg,
komputer memeng agak kurang tapy dalam waktu dekat akan datang
komputer begumlah 16 PC dan 9 laptop. Jadi setiap pegawai akan
mendapat satu komputer. Dan dengan dengan sarana dan prasarana yang
lengkap itu kita ditkutkan dalam loba kantor percontohan mas..semoga
menang. Tinggal inovasi yvang kita perlu adakan bair kita menang.

Menurut Pak Jamal bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian

78]

intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bundilihat dari variabel
disposisi/kecenderungan/sikap?
a. Preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator?

Klo menurut saya pegawal mempunyai penilaian yang pada awalnya
kurang merespon adanya pengendalian intern, karena mereka seperti
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mendapat tambahan tugas baru untuk ngasih data ke bagian Kl. Klo
masalah pengendalian intern, karena mereka tidak mengerti jadi mereka
tidak sadar akan pengendalian intern dan mengertinya mereka adanya
pengawasan melekat dan atasan saja.
b. Kesediaan untuk melaksanakan kebijakan?
Ya itu tadi, kita sepertinya melaksanakan aja pengawasan melekat yang
sekarang sepertinya berubah menjadi pengendalian intemn, ya. dengan SOP
yang ada kita awasi pekerjaan kita agar tidak salah dan tidak lewat waktu.
¢. Dukungan terhadap kebijakan?
Pegawai KPKNL pada dasamya selalu mendukung suatu kebijakan,

namun klo mereka tidak didorong atau dikasih tau terus, mercka akan
santai. Kidu ada yang memantau atau menyebarkan. Klo sekarang dengan

adanya WA jadi mudah mnyebarkan informasi.
4. Menurut Pak Jamal bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian
intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bundilihat dan varniabel struktur birokrasi?
a. Adanya tata aliran pekerjaan?

Klo pekerjaan di bagian umum lancar aj mas alirannya. Mungkin di seksi
lain juga demikian.

b. Koordinasi yang baik dalam organisasi dan diluar organisasi?

Koordinast juga saya rasa batk juga. Pelayanan kita batk kepada pthak
luar.

¢. Kejelasan aturan dalam organisasi?

Aturan saya rasa juga sudah sangat mendukung.
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Demikian pedoman wawancara im disusun sebagai acuan dalam mendapatkan
data dan informan.
Pangkalan Bun, April 2016

Peneliti,

Totok Hartanto
NIM 500644986
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